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“Dari Abu Buraidah, dari ayahnya berkata, "Ada seorang perempuan
muda datang kepada Nabi Muhammad Saw., dan bercerita, "Ayahku
menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya
melaluiku. Nabi Saw memberikan keputusan akhir di tangan sang
perempuan. Kemudian, perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, aku rela
dengan yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengumumkan kepada
para perempuan bahwa ayah-ayah tidak memiliki hak untuk urusan ini."*

! Imam Ibnu Majah dalam sunan-nya (no.hadits:1947) dan Imam Nasa’i dalam
sunan-nya (no.hadits:3282)
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PEDOMAN TRANSLITERAST ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun
1987 dan No. 0543b/U/1987 digunakan untuk transliterasi skripsi ini.
Pedoman ini diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa s es (dengan titik
di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
di bawah)
Kha KH ka dan ha
2 Dal D De
3 Dza Z Zet (dengan titik
di atas)
2 Ra R Er
B Za Z Zet
s Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad s es (dengan titik
di bawah)

vil



U= Dad d de (dengan titik
di bawah)
b Tha t te (dengan titik
di bawah)
L Zha z zet (dengan titik
di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik
(di atas)
¢ Gain G Ge
< Fa F Ef
S Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
) Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Hamzah (+) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Jika terletak di
tengah atau di akhir kata, ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari rangkap atau diftong
dan vokal tunggal atau monoftong.

Transliterasi dari satu kata dalam bahasa Arab yang lambangnya
berupa harakat atau tanda adalah sebagai berikut:

viii



Tanda Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I |
i Dammah U U

Dalam bahasa Arab, kata "rangkap" adalah gabungan antara
harakat dan huruf, dan dalam transliterasi, itu adalah gabungan huruf:

Contoh:
X : kaifa
Js :haula

Tanda Nama Huruf Nama
Latin
.3 Fathah dan Ai Adan |
ya
.5 Fathah dan Au Adan U
wau

3. Maddah

Maddah, atau vokal panjang, yang lambangnya terdiri dari harkat
dan huruf, dapat ditransliterasikan dengan huruf dan tanda, seperti

berikut;

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
&) Fathah dan A A dan garis
Alif atau Ya di atas
G5 Kasrah dan I I dan garis
Ya di atas
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w3 Dammah dan U U dan garis
Wau di atas
Contoh:
&l :mata
&R0 i rama
Ja : qlla

&58 : yamiitu

4. Ta Marbutoh

Ada dua cara untuk menulis ta marbiitoh. Yang hidup atau memiliki
harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis [t], sedangkan yang mati atau
memiliki harakat sukun ditulis [h].

Jika kata yang berakhir dengan ta marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda,
maka kata tersebut ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Jikyia3y o raudahal-atfal
alolildiadll  : al-madinah al-fadilah
aasad) : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Dalam huruf Arab, tanda tasydid ( <) digunakan untuk menunjukkan
syaddah atau tasydid Namun, dalam transliterasi, tanda syaddah
digunakan untuk menghubungkan dua huruf, yang merupakan konsonan
ganda. Contoh:

(S} : rabbana
WS :najjaina
G al-haqq
zi :al-hajj
Az D nu’ima



E2

5 :‘aduwwun

Jika huruf < diakhiri oleh tasydid dan didahului oleh huruf kasrah
&2 maka huruf itu ditransliterasi seperti huruf maddah (z). Contoh:

e : ‘AlT (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
{05 ‘Arabl (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang
Dalam sistem tulisan Arab, huruf O (alif lam ma arifah)
digunakan untuk melambangkan kata sandang. Dalam pedoman
transliterasi ini, kata sandang dan huruf syamsiah ditransliterasi seperti
biasa, al-. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

ol :al-syamsu (bukan asy-syamsu)
43150 : al-zalzalah (az-zalzalah)
Al al-falsafah

Bl al-biladua

7. Hamzah
Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi
menjadi apostrof (). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:
03548 ¢ ta’muriina

O3 s al-nau’
85 rsyai'un
&l umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam
Bahasa Indonesia

X1



Kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam
bahasa Indonesia disebut sebagai kata, istilah, atau kalimat Arab
yang ditransliterasi. Ini adalah kata, istilah, atau kalimat yang
sudah biasa dan termasuk dalam pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia.
Contohnya adalah kata Al-Qur'an, Sunnah, dan khusus dan umum.
Namun, kata-kata harus ditransliterasi secara utuh dalam kasus di
mana mereka termasuk dalam sekumpulan teks Arab.

Contoh:

Fi Zilal al-Quran

Al-Sunnah gabl altadwin

Al-lbarat bi ‘umum al-lafz la bi khusiis al-sabab

9. Lafz al-Jalalah

Kata "Allah" didahului oleh partikel seperti huruf jarr dan huruflain
atau berfungsi sebagai frasa nominal mudafilaih, yang ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh:

4% dinullah AL billah
Adapun huruf (t) digunakan untuk mentransliterasi kata akhir ta
marbiitah yang berhubungan dengan lafaz al-jalalah. Contoh:
aMaas; 8 2h hum T rahmatillah

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (Semua
Caps), dalam transliterasi, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman
ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya, huruf kapital
digunakan untuk menulis huruf pertama nama diri (seperti orang, tempat,
atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika kata sandang
(al-) didahului oleh nama diri, huruf awal nama diri bukan huruf awal kata
sandangnya. Namun, jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A
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dari kata sandang akan ditulis dengan huruf kapital. Ketentuan ini juga
berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ’a linnasi /allazt bi Bakkata mubarakkan

Syahru Ramadan al-lazt unzila fth al-Qur’an

Nastral-Din al-Tust

Abu Nasral-Farabt

Al-Ghazalt

Al-Mungiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Istilah "ijbar" dikenal dengan bahwa seorang ayah dapat
menikahkan anak perempuannya dengan atau tanpa persetujuan
pihak yang bersangkutan. Ini dilakukan karena kewajiban dan
perlindungan seorang ayah untuk memilih jodoh terbaik untuk
anak perempuannya. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam
Syafi'i, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
dengan KUPI. Menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI, hak
ijpdr bukan berarti pemaksaan (ikrdh), calon mempelai
perempuan bertanggung jawab untuk memastikan pernikahan
berjalan dengan baik. Budaya lokal yang mendukung praktik
pemaksaan perkawinan di kalangan umat Islam, termasuk di
Indonesia.

Penelitian hukum ini didasarkan pada pendekatan
kualitatif. penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum
normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan
mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan
masalah yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti mengambil sumber-
sumber data sekunder dari Hasil Musyawarah Keagamaan
Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) No. 06/MK-KUPI-
2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan). Studi ini menggunakan wawancara
dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna, beliau terlibat dalam
permusyawarahan dan aktif dalam KUPI.

Hak ijbar adalah hak tanggung jawab seorang ayah untuk
memberikan yang terbaik bagi putrinya, dan bukanlah pemaksaan
(ikrah), melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa
calon mempelai perempuan mendapatkan pernikahan yang baik.
Berdasarkan analisis diskusi, Hukum Islam figh masih mengakui
hak ijbar. Ada dua pendapat tentang hak ijbar, yang pertama
berpendapat bahwa wali diperlukan untuk perkawinan, dan
perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Yang kedua berpendapat
bahwa seorang bapak atau kakek mempunyai hak ijbar untuk
wanita, baik itu gadis muda, janda, atau dewasa.

Kata Kunci: KUPI, hak ijbar
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ABSTRACT

The term "ijbar" is known, meaning that a father can marry off an
aged child with or without the consent of the party concerned. This is done
because of a father's obligation and protection to choose the best mate for
his daughter. There are differences of opinion between Imam Syafi'i, the
Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and KUPI. According
to the results of the KUPI Religious Deliberation, the right of ijbar does
not mean coercion (ikrdh), the prospective bride is responsible for ensuring
the marriage goes well. Local culture supports the practice of forced
marriage among Muslims, including in Indonesia.

This legal research is based on a qualitative approach. This study
uses interviews with Mrs. Nyai Khotimatul Husna, she is involved in
deliberations and is active in KUPI.

The right of ijbar is a father's responsibility to provide the best for
his daughter, and is not coercion (ikrah), but rather a responsibility to
ensure that the prospective bride gets a good marriage. Based on the
discussion analysis, Islamic figh law still recognizes the right to ijbar.
There are two opinions regarding the right of ijbar, the first is that a
guardian is needed for a marriage, and a marriage is invalid if there is no
guardian. The second holds that a father or grandfather has the right to ijbar
for women, be they young girls, widows, or adults.

Keywords: KUPI, Ijbar’s rights
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menjelaskan bahwa suatu hubungan dimulai dengan
niatan baik agar lebih dekat kepada Allah, karena keberkahan akan
selalu mengiringinya. Sebuah hubungan yang dirawat dengan baik
sesuai anjuran Al-Qur’an, maka dengan harapan mulia seorang
muslim dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan
warahmah diraih penuh kebahahagian memenuhi bersama
pasangannya.?

Perkawinan merupakan hubungan yang terjalin antara pria
dan wanita yang bernilai ibadah didalamnya. Hubungan
perkawinan terdapat nilai-nilai ubudiyah yang luhur, sebagaimana
disyariatkan agama, dengan tujuan yang baik. Dalam perkawinan
bertujuan membentuk rumah tangga keluarga yang sakinah dan
mawaddah. Selain itu, perkawinan adalah prinsip dasar hidup
dalam kehidupan di masyarakat. Perkawinan bisa dikatakan sah
jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Makna Undang-Undang sudah menyerahkan kepada masing-
masing agama untuk memastikan sah atau tidaknya perkawinan.

Salah satu dari syarat dan rukun perkawinan adalah
adanya wali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata
wali di artikan sebagai penaggung jawab pengantin wanita saat
menikah (melakukan perjanjian perkawinan dengan pengantin
pria). Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang memiliki hak
atas perempuan dalam akad nikah untuk menikahkannya.®
Menurut Imam Syafi’i bahwa laki-laki adalah wali bagi

2 Dede Nurdin, Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih islam dan Kompilasi
Hukum Islam, (Sukabumi: STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh), Vol. 32, No. 2, 2022.

3 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta:
Prenada Media Grup, 2009), 69



perempuan, maka perempuan tidak sah pernikahannya tanpa ada
wali. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i yaitu Q.S.
An-Nisa’ ayat 34:

GRasAl3 Ghpal 343, 5
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“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab

atas para perempuan (istri) karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-
perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah)
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena
Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan
yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka
nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah
ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan
cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka
menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkan merika. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi

lagi Maha Besar”.

4 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nisa’/34



Berdasarkan ayat tersebut, Imam Syafi’i mensiasati bahwa
wali laki-laki ialah orang yang menikahi serta mempunyai hak
untuk menjadi wali bagi wanita. Ijbar adalah suatu perbuatan
dilakukan atas dasar tanggung jawab. Jika yang bertindak menjadi
wali mujbir yaitu ayah, maka ayah mempunyai hak kuasa dalam
mengkawinkan anaknya, walaupun tidak kesepakatan dari orang
yang bersangkutan dan perkawinan sah secara hukum. Wali mujbir
adalah hak ijbar wali yang memiliki kuasa untuk memaksa anak-
anak mereka. Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek, mulai
dari bapak dan seterusnya, yang dianggap memiliki kasih sayang
yang paling besar terhadap anak-anak mereka.

Menurut Imam Syafi’i seorang wali memiliki hak ijbar,
baik itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Wali
dapat memilih pasangan anak gadisnya tanpa persetujuannya.
Mengambil sumber dari hadits Rasul:

. {:/:)1, /:/i// R T oz 4 . .Z P
Gy 31 Y By el ol J525 0V e il e

(Pobj)ufuuﬁzgwjfgj;é@;@\;@;gf

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW
bersabda; “Janda lebih berhak atas dirinya daripada
walinya, sedangkan seorang gadis dimintai izinnya dan
izinnya adalah diamnya”. (H.R. Muslim)®
Berdasarkan =~ Undang-Undang  Perkawinan  tidak

menjelaskan secara spesifik tentang hak ijbar. Undang-Undang

Perkawinan hanya menjelaskan sahnya suatu perkawinan menurut

5 Ahmad Mudjab Mahalli, Hadis Muttafaq Alaih Terjemahan (Jakarta Kencana,
2004), 39.



hukum masing-masing agama dan kepercayannya. Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih
menekankan kerelaan calon mempelai, baik laki-laki maupun
perempuan sebagai syarat pernikahan bahwa wali bertanggung
jawab untuk menikahkan perempuan yang berada didalam
perwaliannya. Akan tetapi perwalian harus melibatkan perempuan
untuk meminta izinnya sehingga nikah paksa tidak dapat
dibenarkan.® Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai”. Pasal ini menjelaskan agar suami dan istri dapat
berkeluarga dengan bahagia dan selamanya dan sesuai dengan hak
asasi manusia. Maka dari itu perkawinan harus mendapatkan
persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari
pihak manapun.’

Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan dengan
memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang dibahas dalam
Kompilasi Hukum Islam. Persyaratan ini dijelaskan dalam BAB
IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 bahwa untuk
melaksanakan perkawinan wajib ada: a. Calon suami, b. Calon
isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul.
Apabila syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat
dilakukan. Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah
dalam perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon
mempelai wanita sebelum menikah. Peran wali nikah dalam
hukum Islam sangat penting, sebagaimana sabda Rasullah SAW

6 Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Figih Islam dan
Kompilasi Hukum Islam” STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh, Vol. 32, No. 2,

" Muh Hakim, “Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Perkawinan
Perspektif Figh Sosial MA. Sahal Mahfudh,” , Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,
Vol.13, No. 2, 2022, 258
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“Dari Abi Musa bahwa Rasullullah saw
berkata tidak sah nikahnya tanpa wali”. (HR.
Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan
Hakim dan disahkan oleh keduanya)” ®

Berdasarkan hadits tersebut, wali memiliki hak untuk
menikahkan wanita dibawah perwaliannya. Menurut Sayyid Sabiq
wali nikah adalah orang yang bertanggung jawab untuk
menerapkan hukum atas orang lain dengan cara dipaksa.® Oleh
karena itu, hak wali dalam menihkahkan seorang wanita yang ada
dalam kekuasaanya tertulis dalam hukum islam.

Sementara itu, mayoritas banyak orang memahami hak
ijbar untuk memaksa putrinya menikah. Terjadi perbedaan
pendapat antara Imam Syafi’i Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam dengan hasil kongres KUPI No. 06/MK-
KUPI-2/X1/2022 tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya
Pemaksaaan Perkawinan) tentang hak ijbar yang dijelaskan
sebagai berikut:

“Padahal, hak ijbar adalah suatu tindakan atas dasar
tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang
terbaik bagi putrinya, bukan tindakan pemaksaan (ikrah).

8 Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, “Subulussalaman
Syarh Bulughul Maram”, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th), jilid 3, 227

® Abdurrahman Al-Jaziri, “Kitab Al-Figh ‘ala Al-Madzhabil Arba’ah”, Juz 1V,
Beirut, Darl Al-Kutub Al- Alamiyah,t.th, 29.



Artinya, hak ijbar bukanlah pemaksaan (ikrah), melainkan
tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan
pernikahan di peroleh calon mempelai perempuan.”

Dari pernyataan putusan KUPI diatas bahwasannya hak
ijbar dan pemaksaan perkawinan terdapat perbedaan makna.
Kawin paksa menurut figih biasa disebut hak ijbar. Sedangkan
ikrah adalah paksaan yang menimbulkan ancaman yang dapat
menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.’® Tanggung jawab
hak ijbar untuk menetapkan hal yang ditawarkan putrinya benar-
benar baik dan bisa diteirma dengan lapang dada. Tidak ada
penolakan dari perempuan yang ditawarkan menikah oleh
ayahnya. Hak ijbar merupakan bentuk tanggung jawab maka
berkaitan dengan fiqih. Tidak ada kebencian, perbedaan, dan
kemusuhan dari perempuan, baik terhadap ayahnya dan calon
mempelai laki-laki yang ditawarkan oleh ayahnya. Tanggung
jawab wali adalah untuk memasstikan anak perempuannya terjaga
dan terhindar dari jenis bahaya termasuk pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan perbedaan di atas, hak ijbar adalah hak kuasa
untuk mengkawinkan anaknya, walaupun tidak ada persetujuan
dari orang yang bersangkutan dan perkawinan sah secara hukum.
Dari pernyataan di atas terdapat perbedaan dalam permasalahan
hak ijbar wali, maka penulis tertarik untuk meneliti “Hak Ijbar
Wali Dalam Pandangan KUPI (Studi Putusan KUPI No. 06/MK-
2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,
maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang

10 Arif Kurniawan, “Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak”,
(Yogyakarta: Al-Ahwal, 2016), 102



akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok

permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana hak ijbar berdasarkan Hasil Musyawarah
Keagamaan KUPI?

2. Bagaimana hak ijbar KUPI menurut perspektif hukum Islam?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, berikut tujuan

adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencaritahu hak ijbar Hasil Musyawarah Keagamaan
KUPL

2. Untuk mencaritahu perspektif hukum Islam dalam hak ijbar
KUPI terkait hukum Islam.

. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang
selama ini hanya didapat penulis secara teoritis

2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan
dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan
bagi penelitian-penelitian selanjutnya

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi
dan informasi bagi masyarakat.

. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran
tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi
pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Jurnal Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk, tahun 2021 berjudul
“Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian
Berspektif Gender”. Dalam jurnal ini peneliti menganalisa Imam



Syafi’i membagi hak ijbar menjadi tiga, yaitu: (1) anak kecil yang
belum dewasa; (2) Perempuan yang sudah berusia 15 tahun; (3)
perempuan yang status janda, maka ayahnya izin terlebih dahulu
untuk menikahkannya. Penelitian ini berdasarkan perbedaan
ulama’ tentang hak ijbar dengan masalah kontemporer yaitu
gender.?

Jurnal Dede Nurdin tahun 2022 berjudul “Konsep Hak
Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum
Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan
pustaka (library research). Teknik analisis data penulisan ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahwa konsep hak
ijbar wali nikah memiliki peran penting dalam akad pernikahan
menurut Figih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini
juga menunjukan adanya perbedaan pandangan di antara empat
madzhab terkait konsep wali sebagai rukun pernikaham.12

Jurnal Jariyatur Rohmah tahun 2021 berjudul “Konsep
Ijbar Madzhab Syaf’i Dalam KHI Pasal 71 Huruf F”’. Dalam jurnal
ini membahas tentang pendapat Imam Syafi’i tentang wali mujbir
untuk memaksakan anak gadisnya baik kecil maupun dewasa.
Akan tetapi menurut KHI Pasal 71 huruf F bahwa seseorang boleh
membatalkan perkawinan jika dilakukan dengan paksaan. Penulis
menggunakan metode analisis komparatif dan dengan pendekatan
yuridis normatif.

Skripsi Ayu Rosidah tahun 2022 berjudul “Keberlakuan
Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab)”. Peneliti ini
menganalisis empat madzhab tentang ijbar kepada Perempuan.

11 Ayi Ishak Sholih Muchtar, dkk, “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar
Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender”, vol. 16, No. 1, 2021, 83.

12 Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar”, 93

13 Jariyatur Rohmah, “Konsep Ijbar Madzhab Syafi’i Dalam KHI Pasal 71 Huruf
F,vol. 7,2021, 210-211.



Keempat madzhab tersebut sepakat bawhwasannnya ayah
diperbolehkan untuk menikahkan gadis kecilnya tanpa
persetujuann orang yang bersangkutan. Adapun ijbar untuk gadis
dewasa menurut Imam Hanfi bahwa ijbar tidak berlaku karena
dilihat dari dewasa permpuan bukan dari statusnya. Menuurt Imam
Syafi’i janda kecil juga memakai hak ijbar, sementara ketiga
madzhab lainnya membolehkan memaksa untuk menikah.'*

Skripsi Mujahiddin Nur tahun 2019 berjudul “Wali Mujbir
(Studi Perbandingan Atara Madzhab Hanafi dan Madzhab
Syafi’i”. Penelitian ini menggunakan kepustakaan (library
research). Menurut Madzhab Hanafi wali mujbir harus dibutuhkan
untuk kebaikan dalam menjalani ta’aruf. Begitu juga dengan
Madzhab Syafi’i wali mujbir merupakan hal yang penting karena
menurut Imam Syaf’i akan membantu gadisnya menjalani dunia
pernikahan®

Skripsi Siti Nurmaidawati Harahap tahun 2023 berjudul
“Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap I[jbar Wali Nikah
Dalam Memaksakan Perkawinan”. Skripsi ini membahas
perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam hak ijbar wali
nikah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.
Membahas metode penemuan hukum yang digunakan untuk
menentukan hak perempuan untuk memilih jodohnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah lebih membahas hak ijbar wali perbandingan antar
madzhab dan menurut KHI. Dalam penelitian tersebut dijelaskan
pemikiran empat madzhab Syafi’i, Hambali, Hanafi, dan Maliki

14 Ayu Rosidah, “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat
Madzhab)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2022), 97-98.

15 Mujahiddin Nur, “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi
dan Madzhab Syafi’i), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta:2019), 5

16 Siti Nurmaidawati Harahap, “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap
Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang,
(Semarang:2023), 23
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dan menurut KHI Pasal 71 Huruf F. Penelitian ini membahas hak
ijbar wali menurut Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres
Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-KUPI-
2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan dan menurut hukum Islam.

. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk
dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu
pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara
seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dipahami.!’

Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang
lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka
diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam
pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada
penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal
kualitattif.'®

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang
mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan
dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini
menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-
data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan
angka-angka penulis menggunakan buku-buku dan literatur-

67

17 Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ul Press, 1986),

18 Soetandyo Wignjosoebroto, “Silabus Metode Penelitian Hukum”, (Surabaya:

Progarm Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.
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literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum
dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti
dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan
dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan
dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan
menggambarkan keadaan data secara apa adanya.'® Maksud dari
apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa
pengangguran maupun penambahan data. Namun bukan berarti
tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek
dari mana data dapat diperoleh.?’ Penelitian yang dilakukan adalah
penelitian kasus di mana pengertian dari penelitian kasus adalah
suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa sumber data primer dari seorang informan yakni Ibu Nyai
Khotimatul Husna beliau merupakan orang yang terlibat dalam
permusyawarahan dan sebagai anggota aktif KUPI. Berbagai
dokumen hukum, termasuk perundang-undangan utama,
perspektif ahli hukum, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan topik penelitian, digunakan sebagai sumber data sekunder
untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.
a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang

19 Tajul Arifin, “Metode Penelitian”, cet-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),
119

20 Suharsismi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.
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didapat peneliti berasal dari hasil wawancara. Penelitian ini
menggunakan data primer dengan menggunakan kegiatan
wawancara kepada lbu Nyai Khotimatul Husna beliau
merupakan orang yang terlibat dalam permusyawarahan dan
sebagai anggota aktif KUPI?
b) Sumber data sekunder
Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang
menjelaskan keadaan objek penelitian atau data yang relevan
dengan daerah atau profil objek penelitian. Dalam hal ini,
peneliti mengambil sumber-sumber data sekunder dari Hasil
Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama’ Perempuan
Indonesia (KUPI) No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang
Perlindungan  Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan
Perkawinan), artikel jurnal, e-book, penelitian-penelitian
terdahulu, buku dan lain-lainnya yang terkait dengan subjek
penelitian sehingga dapat mendukung pengetahuan yang
relevan.
3. Bahan Hukum
Terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis
yakni:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat.
Bahan hukum primer ini mencakup undang-undang
nasional yang disusun berdasarkan hierarki perundang-
undangan yang dimulai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang,
dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer ini terdiri dari
dua kategori: otoritas wajib, yang mencakup peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan di wilayah hukum

2 Pera Shopariyanti, “Khotimatul Husna”,

https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul Husna, diakses pada 11 Juni 2024
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mereka sendiri dan keputusan hakim yang memiliki
kekuatan mengikat, serta kekuatan persuasif, yaitu
peraturan perundang-undangan wilayah undang-undang
negara lain yang berkaitan dengan masalah yang sama,
serta keputusan hakim dari yurisdiksi negara lain yang
memiliki kekuatan atau pengaruh persuasif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum jenis sekunder adalah sumber yang
digunakan untuk menjelaskan topik penelitian yang
relevan, tetapi tidak memiliki otoritas langsung untuk
membuat keputusan hukum. Sumber-sumber jenis ini
termasuk buku-buku ahli hukum, ensiklopedia, artikel-
artikel dalam jurnal hukum, tesis-tesis hukum, dan skripsi-
skripsi hukum,

Sumber hukum sekunder yang digunakan oleh
peneliti dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku yang
membahas hak ijbar, serta tulisan yang memeriksa aspek-
aspek tersebut dari sudut pandang para ulama Islam.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang
perspektif hukum yang terkait dengan hak ijbar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan
data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan
tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya,
dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian
berjalan.?? Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis
menggunakan dua metode utama, yaitu:

a. Wawancara Tak Berstruktur (Unstructured Interview)

22 Asmadi ALSA, “Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya
dalam Penelitian Psikologi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, 47.
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Dalam jenis wawancara ini, peneliti tidak
menggunakan standar wawancara yang sistematis untuk
mengumpulkan datanya. Peneliti memperhatikan apa
yang dikatakan responden karena mereka belum tahu data
apa yang akan mereka peroleh. Kontak pribadi akan selalu
ada selama wawancara baik secara langsung maupun
melalui google meet?®

Wawancara ini  sudah dilakukan  untuk
memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan lbu
Nyai Khotimatul Husha beliau merupakan orang yang
terlibat dalam permusyawarahan dan anggota aktif
KUPI.24

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis hukum
menggunakan teknik  analisis data, yaitu upaya untuk
mengidentifikasi hukum, dengan teknik analisis. Dalam penelitian
ini penulis mengungkap Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres
Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-KUPI-
2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan. Keseluruhan data yang dianalisis dalam
analisis ini berbentuk teks. Oleh karena itu, penulis melakukan
identifikasi dan analisis teks dokumen untuk memahami makna
teks atau dokumen.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima
bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

23 Sri Wahyuni, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Padang:Global Eksekutif
Teknologi, 2022), 53.

24Pera Shopariyanti, Khotimatul Husna,
https://kupipedia.id/index.php/Khotimatul Husna, diakses 11 Juni 2024
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Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran
umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang hak ijbar wali
di dalamnya membahas terkait perwalian dan hak ijbar wali.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang KUPI dan
hasil musyawarah KUPI No. 06/ MK-KUPI-2/X1/2022. Bab ini
dibagi menjadi dua sub. Pertama, membahas tentang sejarah
KUPI. Kedua membahas tentang hasil musyawah KUPI No. 06/
MK-KUPI-2/X1/2022.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini mengenai hak ijbar
wali menurut Hasil Musyawarah Keagamaan tentang
perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dan
analisis hasil musyawarah KUPI tentang perlindungan perempuan
dari pemaksaan perkawinan dari sudut pandang hukum Islam

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang
merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap
pokok masalah, saran-saran dan penutup.



BAB 11

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, HAK IJBAR WALI,

DAN FATWA

A. Perkawinan

1.

Definisi Perkawinan

Secara etimologis, kata "nikah" (kawin) memiliki
beberapa arti, seperti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan
akad?®. Nikah pada dasarnya berarti bersetubuh. Karena
termasuk pengikatan sebab akibat, itu kemudian diartikan
sebagai akad secara majaz. Dalam Al-Qur'an, semua
syarat nikah yang disebutkan berarti akad, kecuali ayat
230 dalam surah al-Bagarah? di mana Allah mengatakan,
"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami dan istri) untuk kawin
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum Allah". Itu adalah hukum-hukum
Allah, yang Dia berikan penjelasan kepada mereka yang
ingin mengetahui.

Secara terminologis, Imam Syafi'i menganggap
nikah (kawin) sebagai akad yang menjadikan hubungan
seksual antara pria dan wanita halal,?” sedangkan Imam

25 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, “Kifayah al-Akhyar”,

(Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th.), Juz 2, 36.

% Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, “Taisiru al-allam Syarh Umda- tu al-

Ahkam Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim Pent: Kathur Suhardi”,
(Jakarta: Darus Sunah, cet. 7, 2008), 739.

27 Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Bumi Aksara, cet

1. 1996), 1

16
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Hanafi menganggap nikah (kawin) sebagai perjanjian
(akad) yang menjadikan hubungan seksual antara seorang
pria dan seorang wanita halal. Imam Hanafi menganggap
nikah sebagai akad dengan menggunakan lafaz nikah atau
tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang,
dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita yang
dapat dinikahi dengannya. Menurut Imam Malik, nikah
adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk membolehkan wathi (bersetubuh), bersenang-
senang, dan menikmati apa yang ada pada seorang wanita
yang dapat dinikahi dengannya.?®

Ulama muta‘akhirin mengatakan bahwa nikah
adalah akad yang memungkinkan pria dan wanita untuk
menjalin  hubungan keluarga (suami-istri), tolong-
menolong, dan membatasi hak dan tanggung jawab
pemilik.

Menurut definisi di atas, para fukaha mengartikan
nikah sebagai kontrak yang diizinkan oleh agama untuk
seseorang suami memanfaatkan dan  menikmati
kehormatan dan tubuh istri yang sebelumnya dilarang.?
Sayuthi Thalib menjelaskan perkawinan sebagai
perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara
pasangan laki-laki dan perempuan.®* Sayuti Thalib
berpendapat bahwa ada tiga perspektif yang harus
dipertimbangkan dalam perkawinan:

28 Abdurahman al-Jaziri, “Al-Figh 'ala Mazahibil Arba’ah”, (Beirut: Dar al-Fikr,
1409 H/1989 M).
jilid ke-1V, 1.

29 Mardani, “Bunga Rampai Hukum Aktual”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),
246-247.

30 Sayuti Thalib, “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, (Jakarta: Ul Press, cet. 5.
1986), 47
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1) Perkawinan dari sudut Pandang Hukum
Dari sudut pandang hukum, perkawinan dianggap
sebagai suatu perjanjian. Akibatnya, dalam surah an-
Nisaa’ ayat 21 dinyatakan,

) A S - _ {q 4 ;’/ _ ~
el Kiasg gl 353 6,356 &S5
Z\< > 2 H < H ///
e Bl 1S5 53515
“Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya
(kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama
lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-

istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan
pernikahan) denganmu? >

Perkawinan  disebut  sebagai  "mitsagan
ghalizhan". Selain itu, dapat diargumentasikan bahwa
perkawinan itu merupakan perjanjian karena proses
perkawinan telah diatur terlebih dahulu.

a. Dengan akad nikah dan syarat-syarat
tertentu.

b. lkatan perjanjian telah  diuraikan,
termasuk proses talak, kemungkinan
fasakh, syigaq, dan sebagainya.

2) Perkawinan dari Pandangan Sosial

Dalam masyarakat setiap negara, ada kepercayaan
umum bahwa individu yang memiliki keluarga
memiliki status yang lebih tinggi daripada individu
yang tidak memiliki keluarga.

3) Perkawinan dari Pandangan Agama

31 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nisa’/21
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Pandangan agama tentang perkawinan adalah
aspek yang sangat penting. Perkawinan dianggap
sebagai lembaga agama yang suci. Dalam upacara
perkawinan, yang merupakan upacara upa yang suci,
pasangan yang akan menikah meminta pasangan
mereka dengan menggunakan nama Allah, seperti
yang disebutkan dalam surah an-Nisaa [4]: 1,

G 5155 503 8 2 S A S 1581 20 L
S ol u, \,jvujuw Sy

mjgxugmu\ ,\,ﬂsﬂ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam)
dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa).
Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah
kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya  Allah  selalu  menjaga dan
mengawasimu ”.*?

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.

32 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nisa’/1
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Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud
dengan pernikahan adalah akad nikah, menurut
Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang
sangat kuat atau mitsaagan gholidhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya. Akad nikah
terdiri dari ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali
disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Dasar Hukum Perkawinan
Menurut Al-Qur'an dan Hadits, hukum perkawinan
diantaranya

a. Q.S. Ar-Rum ayat 21

T T (2 A 2 1 e T2 =l e
[PERO L [ R RO P R

P = P EPIE 1 éj; ~ >
R N 3)\3 A A L
O opd) N Els 3 Ol 255 °>f¢§\~ae

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri
agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian
itu  benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran  Allah) bagi kaum yang
berpikir .3

33 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Ar-Rum/21
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b. Q.S. An-Nahl ayat 72

Sl oa X a5 sl S e S Jas Al
Sk S g o 52 85553 85055
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“Allah menjadikan bagimu pasangan

(suami atau istri) dari jenis kamu sendiri,
menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-
anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi
kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa
terhadap yang batil mereka beriman,
sedangkan terhadap nikmat Allah mereka

c. Hadits

w\J Ujbwm\y)WJ\M\.\ﬂ;&
slanz) a1 OlEl Eaat: W
il sy o a5, 2y i

e G (21, 440 53 a3l a8 i s

3 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nahl/72
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“Menurut Abdullah bin Mas'ud ra,
Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda!
Barang siapa di antara kamu sudah mampu
kawin, maka kawinlah." Karena dia memiliki
kemampuan untuk menundukkan pandangan dan
menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak dapat
melakukannya, hendaklah berpuasa karena dia

mampu menahan %

Hukum perkawinan Indonesia saat ini terdiri dari:*

1.

Buku | dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPdt), khususnya Bab IV sampai XI.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan Perceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1 hingga
170 KHI)

% Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, “Sahih al-
Bukhari”, juz7 ( Daar Thauqan Najah: Maliqiul Islami, 1422H ), 7.

% Elfirda Ade Putri, "Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan",
(Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021),1.
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3. Syarat dan Rukun Perkawinan
Dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan adalah
persyaratan penting yang harus dipenuhi agar pernikahan
dianggap sah. Berikut adalah syarat dan rukun pernikahan:
1. Mempelai laki-laki
Pernikahan  membutuhkan  kehadiran
seorang pria yang ingin menikahi seorang
wanita. Calon suami adalah pria yang telah
membuat keputusan untuk menikah. Seorang
calon suami harus memenuhi persyaratan
berikut:
- Islam
- Ridha terhadap pernikahan
- Orang yang jelas
- Tidak ada halangan perkawinan
(tidak dalam ihram haji atau umroh)®’
2. Mempelai perempuan
Pernikahan juga memerlukan kehadiran
seorang wanita yang akan menjadi pasangan
hidup calon suami. Calon istri harus
memenuhi persyaratan berikut:
- Rida terhadap pernikahan tersebut
- Beragama Islam atau Ahl al-Kitab
- Orang yang jelas
- Tidak ada halangan shar'i untuk
dinikahi, baik yang bersifat muagqat
(sementara) atau muabbad
(selamanya) karena mahram.

37 Iffah Muzammil. “Figih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam” .
(Tangerang: Tsmart Printing. 2019). 9-10
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3. Syarat Wali
Wali ada dua macam, wali hakim dan
wali nasab. Wali harus memiliki:
- Kemampuan untuk bertindak secara
hukum (baligh dan berakal)
- Merdeka
- Seagama dengan wali dan mempelai
yang diakadkan
- Laki-laki
- Adil.
4. Saksi
Perkawinan membutuhkan minimal dua
saksi. Mereka ditugaskan untuk mengawasi
dan mencatat proses ijab dan gabul untuk
memastikan bahwa kedua ijab (penawaran)
dan gabul (penerimaan) dilakukan secara sah
dan dengan kesadaran kedua calon pengantin.
Selain itu, saksi ini bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa pernikahan dilakukan
sesuai dengan standar budaya dan hukum
yang berlaku. Dua saksi harus memenuhi
kriteria berikut:
- Mampu bertindak secara hukum
- Muslim
- Melihat
- Mendengar
- Adil
- Memahami maksud akad
- Merdeka.
5. Syarat ljab Qabul:
- Lafaz yang diucapkan harus pasti
(menggunakan fi'il madr)



25

Tidak mengandung makna yang
meragukan

Lafaz akad bersifat tuntas bersamaan
dengan tuntasnya akad, artinya tidak
digantungkan pada syarat tertentu,
seperti "saya nikahkan anak saya jika
nanti  sudah diterima menjadi
pegawai negeri"

Lafaz dan gabul diucapkan dalam
satu majlis, yang berarti bahwa
mereka berada dalam keadaan dan
kondisi yang menunjukkan kesatuan
akad.

ljab dan gabul tidak berbeda Jika
jumlah mahar disebutkan dalam ijab,
maka jumlah yang disebutkan dalam
gabul harus sama, kecuali jika pihak
suami menyebut jumlah mahar yang
melebihi jumlah yang disebutkan
dalam ijab. Dalam hal ini, akad sah,
meskipun mahar bukan rukun
menurut  jumhur,  tetapi  jika
disebutkan dalam ijab, maka menjadi
bagian dari akad.

Antara ijab dan gabul harus segera
(al-faur), artinya tidak boleh ada
jarak yang lama yang menunjukkan
bahwa tujuan akad berubah atau
berubah.

Kedua pihak mendengarkan ijab dan
gabul dengan jelas
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- Orang yang mengucapkan ijab tidak
mencabutnya

- ljab harus diucapkan secara lisan,
kecuali untuk orang yang bisu dan
tidak berada di tempat

- Akad bersifat selamanya, tidak
dibatasi oleh waktu, seperti menikah
hanya selama satu bulan, dan
sebagainya.®®

B. Hak Ijbar Wali

1. Pengertian Wali Dalam Perkawinan
Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu

J3imuannatsnya i35} dan bentuk jamaknya, VT berasal

dari kata J5 - cl5 dan &5 yang berarti mencintai, teman

dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut,
pengasuh, dan orang yang mengurus urusan orang.
Menurut Wahbah az-Zuhaili, perwalian adalah ketika
orang dewasa yang memiliki kesempurnaan berpikir
diberi kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban
orang lain yang belum dianggap dewasa dalam hal
transaksi harta atau pemenuhan hak dan kewajiban
personal.®

3 Iffah Muzammil. “Figih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam” .
(Tangerang: Tsmart Printing. 2019). 9-10

39 Wahbah Al-Zuhaily, “Al-Figh al-Islamy wa Adillatuh”, Juz VII (Beirut: Dar
al-Fikr, 1998), 7.



27

Dalam figh Islam, perwalian disebut sebagai “al-
walayah” (i;l/j\/), yang secara etimologis memiliki
beberapa arti, termasuk mahabbah cinta yang membantu
menjaga dan menguasai sesuatu .« Jg. Menurut Abd

al-Rahman al-Jaziri berpendapat bahwa wali dalam
pernikahan adalah yang memastikan sahnya suatu
akad dan akad itu tidak sah jika dilakukan oleh orang lain
selain wali tersebut, yang juga dikenal sebagai al-garib
atau al-asib, orang yang memerdekakan dan pemimpin.*
Oleh karena itu, wali adalah orang yang memiliki
otoritas untuk melakukan tindakan hukum untuk
kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tuanya
atau karena kedua orang tuanya tidak memiliki
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.*

2. Pengertian Wali Mujbir

Menurut hukum Islam, wali nikah memiliki hak
ijbar untuk menikahkan anak atau cucu perempuannya,
baik dengan atau tanpa persetujuan pihak yang
bersangkutan. Dalam hal makna kata "ijbar", otoritas wali
mujbir lebih berfokus pada tugas memilih pasangan
(jodoh) untuk anak perempuannya dan menikahkan.
Bukan paksaan tanpa mempertimbangkan kerelaan anak
itu.4?

40 Abdurrahman al-Jaziri, “Kitab al-F igh Ala Mazahib al-Arba’ah”, (Mesir: al-
Tijariyyah al-Kubra,1969), jilid VI, 26

41 Ahmad Rofiq, “Hukum Islam di Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),
258.

4 Husein Muhammad, “Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana
Agama dan Gender”, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 180-181
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Dalam hal perkawinan, istilah "wali mujbir"
mengacu pada wali nikah yang memberikan hak kepada
anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki dalam
batas waktu yang wajar. Wali mujbir ini terdiri dari orang-
orang yang memiliki garis keturunan ke atas dengan orang
yang akan menikah dan seterusnya ke atas menurut garis
patrilineal 3

Wali mujbir yang terdiri dari ayah dan kakek,
yaitu bapak dan seterusnya, yang dianggap memiliki kasih
sayang yang lebih besar terhadap perempuan yang di
bawah perwaliannya. Selain itu, mereka tidak memiliki
hak ijbar. Konsep ijbar (paksaan) tersebut dapat menjadi
kontroversial karena kesan yang menjadikan wali sebagai
seseorang yang otoriter terhadap anak atau orang yang
berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan.
Seharusnya orang tua harus mempertimbangkan
keinginan dan pendapat anak karena pada hakikatnya,
anak juga memiliki hak atas hidup selanjutnya, seperti
yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

3. Dasar Hukum Perwalian
1) Q.S.An-Nisa’ Ayat 5

452815 s adsls s ST Jas o)l S0 Tzl 1 58

43 Imamul Muttaqin, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Kh. Ma. Sahal Mahfud
Tentangwali Mujbir”, Vol. 2 No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

4 Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir
dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)”, Vol. 12 No.2, Palangkaraya: TIAIN
Palangkaraya, 2016.
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“Janganlah kamu serahkan kepada
orang-orang yang belum sempurna akalnya harta
(mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang
Allah  jadikan sebagai pokok kehidupanmu.
Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil

harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka
3 45

perkataan yang baik”.
2) Kompilasi Hukum Islam®®
Menurut Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum
Islam, wali dapat diambil dari keluarga anak atau
orang lain yang sudah dewasa yang berpikiran sehat,
adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.
Orang tua juga dapat mewasiatkan kepada seseorang
atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas
diri mereka sendiri dan kekayaan anak mereka setelah
mereka meninggal dunia.
4. Syarat-Syarat Hak Ijbar
Seorang ayah memiliki hak untuk mengawinkan anak
gadisnya dengan seorang suami yang dianggap dapat
membahagiakannya tanpa terlebih dahulu meminta
persetujuan anaknya. Menurut Syafi’iyah, hak ijbar harus
memenuhi beberapa persyaratan:
1. Yang memiliki hak untuk menikahkan anak gadis
secara ijbar, hanyalah ayah dan kakek dari mempelai

4 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nisa’/5
46 Kompilasi Hukum Islam



30

perempuan. Ini karena seorang ayah dan kakek tidak
diragukan lagi kesayangannya.*’

2. Orang tua yang melaksanakan ijbar kepada anak
perempuan tidak memiliki konflik atau kebencian.
Jika ada konflik antara wali dan anak gadisnya, maka
Sultan (penguasa) bertindak sebagai wali nikah.*®

3. Calon pasangan harus setara dari segi sosial,
pendidikan, ekonomi, dan keturunan. Menurut
Mazhab Syafi’iyah agama, keturunan, kemerdekaan,
dan kesetaraan pekerjaan adalah hal-hal yang perlu
diperhatikan.

4. Maskawin yang dijanjikan oleh pasangan suami harus
sesuai dengan martabat dan status sosialnya.

5. Calon suami adalah pribadi yang sanggup memenuhi
kewajiban  nafkahnya. Seorang ayah  dapat
menikahkan anak gadisnya jika perkawinan tersebut
tidak merugikan anak perempuannya.*

6. Calon mempelai laki-laki dikenal ramah dan akan
memperlakukan istrinya dengan baik juga.

5. Ketentuan Hak Ijbar Menurut Ulama’Fiqih
1. Hak ijbar wali menurut Imam Abu Hanifah
Menurut Imam Hanafi, hak ijbar wali tidak ada
bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, atau
janda.®® Selain itu, Abu Hanifah memperbolehkan
perkawinan tanpa wali, yaitu menikahkan diri sendiri, dan
meminta orang lain di luar nasab untuk menikahkan gadis

47 Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, “al-Igna’ Fihalli al-Fazi AbiSyuja’i”,
(Semarang: Toha Putera, t.t.), jilid II, 128.

48 Asy-Syirazi, al- Muhazzab, 11, 37.

49 Imam asy- Syafi’i, Fathu al-Mu’in, al-Umm, V: 16-17; al-Malibari 103.

50 Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, “Rohmah al-Ummah fi

Ikhtilafi al-aimmah”, 204.
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atau janda. Pernikahan wanita janda atau gadis itu sah
bahkan tanpa izin wali.*

Dalil Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa
tidak perlu ada wali adalah sebagai berikut:®2
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“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak
kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia
menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain
itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya
(suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali
Jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang
diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau)

mengetahui”.>

Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut
tentang masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak
ijbar wali (wali mujbir) dan orang yang menjadi wali
mujbir dalam perkawinan:

1) Anak Kecil

Menurut ulama mazhab Hanafi, ayahnya adalah

wali anak kecil, sedangkan ibunya tidak memiliki hak

51 Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, 70.
52 Dedi Supriyadi, “Fikih Munakah Perbandingan”, 36.
53 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Al-Baqarah/230
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perwalian. Imam Hanafi juga menyatakan bahwa
setiap anggota keluarga, termasuk paman dan saudara
laki-laki, dapat mengawinkannya.>*
2) Orang Gila
Menurut Mazhab Abu Hanifah, wali berhak
mengawinkan orang gila. Mereka juga berpendapat
bahwa hukum orang gila sama dengan hukum anak
kecil. Para ulama dari berbagai mazhab juga setuju
tentang masalah ini, baik mereka yang gila sejak kecil
maupun mereka yang sudah baligh dan mampu
berpikir. Menurut mazhab Imamiyah, orang gila sejak
kecil dapat diberi perwalian oleh ayah dan kakek,
tetapi setelah baligh, hakim yang bertanggung jawab
untuk memberikan perwalian.
3) Orang Safih atau Idiot
Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang
safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan
izin walinya. Dia juga mengatakan bahwa jika seorang
anak kecil menginjak baligh dalam keadaan mengerti
kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian
berada di tangan hakim, bukan ayah atau kakek,
apalagi orang yang menerima wasiat dari keduanya.
4) Wanita Baligh dan Berakal Sehat
Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang
baligh dan berakal sehat dapat memilih sendiri

54 Muhammad Jawad Mughniyah, “Fikih Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki,
Shafi’i, dan Hanbali”, 346.
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suaminya dan melakukan perkawinan sendiri, baik
perawan, gadis, maupun janda.*®
2. Hak ijbar wali menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, wali adalah syarat sah
mutlak untuk perkawinan, nikah tanpa wali tidak sah
karena hak ijbar wali diberikan kepada walinya. Para
pengikutnya (Imam Maliki) lebih tegas berpendapat
bahwa wali adalah rukun nikah, dan nikah tanpa wali tidak
sah.

Adapun untuk masalah orang yang akan
dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang
menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam
Maliki berpendapat sebagai berikut:

1) Anak Kecil

Imam Maliki mengatakan bahwa walinya adalah
ayah dan orang yang meminta wasiat dari ayah adalah
orang yang sesudah ayah. Jika ayah tidak memiliki
orang yang diwasiati, maka hakim syar'i yang
bertanggung jawab atas perwalian. Namun, kakek
tidak memiliki hak untuk mewarisi karena mereka
percaya bahwa kakek tidak memiliki posisi ayah, dan
ibu juga tidak memiliki hak untuk mewarisi, jika
posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka
apa lagi kakek dari pihak ibu.%®

Menurut ulama Maliki, seluruh kerabat nasab

yang ashobah adalah wali nasab, dan anak-anak boleh

5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta Ull: Press,
1999), 40.
5% Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 166-167.
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mengawinkan ibunya. Kedudukannya bahkan lebih
tinggi daripada ayah dan kakek.>’
2) Orang Gila
Menurut Imam Maliki, hukum orang gila sama
dengan hukum anak kecil, artinya mereka gila sejak
kecil hingga mereka baligh dan sudah faham. Namun,
mazhab Imamiyah berpendapat bahwa ayah dan
kakek harus memberikan perwalian kepada orang gila
sejak kecil, sedangkan wali hakim harus memberikan
perwalian kepada orang gila sesudah baligh.%®
3) Orang safih atau idiot
Mazhab Maliki setuju bahwa wali berhak
mengawinkan anak safih (idiot). Namun, Maliki
berpendapat bahwa akad nikah orang bodoh adalah
sah dan tidak memerlukan izin walinya.

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda

Menurut Imam Maliki, gadis yang baligh dan

berakal sehat memiliki hak untuk dikawinkan

olen wali, tetapi janda tidak memiliki hak ijbar

wali atau wali mujbir tidak ada dalam perkawinan

janda. Untuk sahnya akad nikah, posisi perwalian

pernikahan janda membutuhkan wali.>®

3. Hak ijbar wali menuurt Imam Shafi’i

57 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 75.
% Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madhhab (Ja'far, Hanafi,
Maliki, Shafi"i, dan Hanbali), 694.

59 Ahmad Azhar Basyir,Hukum Perkawinan Islam, 43.
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Imam Shafi'i mengatakan bahwa janda memiliki
hak ijbar wali, tetapi mereka boleh menikah sendiri.
Dengan kata lain, janda tidak memiliki hak ijbar wali,
tetapi mereka lebih baik menggunakan wali.®

Imam Shafi'i berpendapat tentang masalah orang
yang akan dinikahkan dengan hak ijbar wali (wali mujbir)
dan orang yang menjadi wali mujbir dalam perkawinan:
1) Anak Kecil

Menurut Imam Shafi'i, hanya anak perempuan

kecil yang masih perawan yang dapat diwalikan,
bukan semua anak kecil yang janda. Imam Shafi'i juga
menyatakan bahwa ayah dan kakek adalah satu-
satunya orang yang dapat mewakili perkawinan anak
laki-laki dan perempuan. Karena konsep ijbar wali ini,
menikahkan anak di bawah umur juga boleh.®

2) Orang Gila
Ulama madzhab setuju bahwa hukum orang gila
baik sejak kecil maupun setelah baligh dan mengerti
sama.®? Menurut Imam Shafi, wali hakim berhak
mengawinkan orang gila jika mereka tidak memiliki
atau tidak memiliki wali yang dekat.
3) Orang Safih atau Idiot
Menurut Imam Shafi'i, seseorang yang safih atau
idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya;

60 Wahbah al-Zuhaili, al fighu al Islami waadillatuha, 193.

61 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan
dalam Islam, 155.

62 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, 168.
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dengan Kkata lain, wali memiliki otoritas penuh untuk
menikahkan anaknya, dan menikahkan anaknya tidak
sah tanpa izin walinya.
4) Wanita yang baligh dan berakal sehat
Menurut Imam Shafi'i, jika seorang gadis baligh
dan berakal sehat, wali memiliki hak untuk
mengawinkannya, tetapi jika janda, keduanya
memiliki hak untuk mengawinkannya. Wali tidak
boleh mengawinkan janda tanpa izinnya, dan wanita
tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.
Namun, pengucapan akad adalah hak wali dan akad
yang diucapkan diucapkan oleh wali.

4. Hak ijbar wali menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali baik janda maupun gadis
memiliki hak untuk melakukan ijbar wali.®® Menurut
Mazhab Imam Hanbali, wali merupakan
syarat pernikahan, jadi tidak sah pernikahan tanpa wali.
Karena itu, wali ijbar memiliki hak untuk menikahkan
pasangan mereka karena orang yang menikah harus
meminta izin wali, dan wali memiliki otoritas untuk
menikahkan anak-anak mereka. Menurut Imam Hanbali,
nikah tidak harus tergantung pada izin atau restu wali.

Imam Hanbali berpendapat tentang masalah
orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali
mujbir) dan orang yang menjadi wali mujbir dalam
perkawinan:
1) Anak Kecil

63 Wahbah al-Zuhaili, “al fighu al Islami waadillatuha”’, Juz V11, 192.
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Para ulama mazhab setuju bahwa ayahnya adalah
wali anak kecil, dan ibunya tidak memiliki hak
perwalian, kecuali menurut ulama dari shafi'i.

2) Orang Gila

Ulama dari berbagai mazhab setuju bahwa hukum
orang gila sama baik jika mereka gila sejak kecil
maupun setelah baligh dan mengerti. Namun, mazhab
Imamiyah berpendapat bahwa perwalian ayah dan
kakek berlaku untuk orang gila sejak kecil, sedangkan
hakim memutuskan perwalian untuk orang gila
sesudah baligh.%*

3) Orang Safih atau Idiot

Menurut Imam Hanbali, apabila seorang anak
kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti
dan kemudian terkena safih (idiot), maka hakim yang
bertanggung jawab atas perwalian, bukan ayah dan
kakek atau orang yang menerima wasiat dari mereka
berdua. Menurut Imam Hanbali, akad nikah orang
bodoh adalah sah dan tidak memerlukan izin walinya.

4) Wanita yang baligh dan berakal sehat

Menurut Imam Hanbali, wali memiliki hak untuk
mengawinkan gadis yang baligh dan berakal sehat,
tetapi jika janda, keduanya memiliki hak tersebut.
Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa izin janda,
dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa
restu wali.®

64 Muhammad Jawad Mughniyah, “Figh Lima Mazhab (Ja far, Hanafi, Maliki,
Shafi"i, dan Hanbali)”, 694
% Dedi Supriyadi, “Fikih Munakah Perbandingan”, 47.
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C. Fatwa

Dalam bahasa, fatwa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap
suatu kejadian (peristiwa), atau dapat juga berarti nasihat, petuah,
jawaban, atau pendapat. Menurut syara', fatwa berarti menjelaskan
hukum syara' sebagai jawaban atas masalah yang ditanyakan, baik
pertanyaan dari individu maupun kelompok.®® Di sisi lain, fatwa
didefinisikan sebagai penjelasan hukum syara' atas masalah yang
diajukan seseorang atau kelompok. Dalam kasus ini, fatwa memiliki
sifat responsif dan tidak mengikat. Responsif berarti fatwa dikeluarkan
untuk menjawab pertanyaan atau permintaan fatwa tentang kasus atau
peristiwa yang sedang berlangsung. Sementara itu, fatwa tidak
mengikat berarti orang yang menginginkan fatwa tidak harus
mengikuti keputusannya karena fatwa berbeda dari keputusan
pengadilan yang bersifat mengikat.®’

Dalam hal sumber hukum, fatwa bukanlah sumber hukum
utama dalam hukum Islam sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan
As-Sunnah. Namun, karena proses penetapan fatwa dilakukan melalui
metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih, fatwa dapat
dikategorikan ke dalam ijtihad. Fatwa merupakan pendapat ahli
hukum tentang hukum Islam mengenai suatu masalah, dapat
digunakan dalam praktik peradilan Indonesia sebagai pendapat ahli
hukum.®

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat
127, dalil dibolehkannya fatwa.

66 Yusuf Qardhawi, “Al-Fatwa Bainal Indhibat wat-Tasayyub (Fatwa Anatara
Ketelitian dan Kecerobohan)”, terjemaahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, 5

67 Jamal Ma’mur, “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq
Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)” , Jurnal Wahana Akademika, vol. 5,
No. 2, 2018, 43.

8 Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam
Sistem Hukum Nasional Di Indonesia”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama Republik Indonesia, 2010, 98.
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“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi
Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah
memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang
dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an tentang para
perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu
(maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan
kamu ingin menikahi mereka,serta (tentang) anak-anak
yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa
kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil.
Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahuinya ”.%°

Fatwa memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat

penting. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
hukum Syariah, seperti apa yang dianggap halal atau haram bagi
masyarakat. Segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan
menurut syariat akan mengarah pada surga dan neraka. Dengan
mempertimbangkan hal ini, orang atau lembaga yang mengeluarkan
fatwa harus berkompeten dan terpercaya di masyarakat. Karena

8 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Al-Nisa’/127
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keilmuannya dan kepekarannya dalam bidang keagamaan, fatwanya
berkualitas tinggi.

Menurut Sulaiman Abdullah, fatwa diterbitkan berdasarkan
pemikiran yang mendalam dan ijtihad berdasarkan riwayat yang
mashur dan tidak mengingkari siapa pun yang termasuk dalam
kategori ijma’ sukuti. Oleh karena itu, dia mengangap fatwa sebagai
atura-aturan hukum Islam yang ditetapkan atas pemikiran dan ijtihad
dengan cara ijma’, yaitu kesatuan dan persamaan pendapat ahli tentang
masalah yang terjadi pada suatu waktu dan tempat.”

Ulama ushul figih menganggap fatwa sebagai pendapat
mujtahid sebagai tanggapan atas pertanyaan mustafti tentang kasus
yang tidak mengikat. Mustafti dapat berasal dari individu, kelompok,
atau organisasi. Karena fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat,
Mustasfi tidak harus melaksanakan keputusannya. Fatwa tetap
dihormati karena merupakan pendapat yang disampaikan oleh fugaha,
atau ahli hukum Islam, baik ulama atas nama individu maupun
kelompok atau institusi. Para fugaha akan membuat fatwa tentang
masalah baru yang dihadapi umat. Masalah itu tidak ditemukan dalam
Al Qur'an, Hadits, atau Ijma’, dan para fugaha terdahulu juga tidak
menemukannya. Jadi, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang adalah solusi yang tepat untuk menjawab dan menetapkan
posisi hukum atas masalah yang dipertanyakan oleh mustafti dalam hal
ini.”t Fatwa awal Islam, yang berasal dari individu dan mandiri,
berkembang pada masa mazhab dan akhirnya berkembang menjadi
mazhab-mazhab figih. Namun, pelaksanaan mazhab secara bersamaan
terjadi di era modern, yang dikenal sebagai lintas mazhab atau

70 Sulaiman Abdullah, “Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas, dalam
website Hukum Islam”,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-
mui-dalam-hukum-indonesia, diakses pada 14 Juni 2024

1 Popi Adiyes, dkk, “Fatwa (al-ifta’) ; Signifikansi Dan Kededudukannya
Dalam Hukum Islam”, Vol. 19, No. 1 Al-Muthaharoh, 2022, 36.
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perpaduan antar mazhab. Metode ini diterapkan melalui studi mazhab
perbandingan. Pada saat ini, fatwa baru bersifat fatwa fardiyah
(individu), yang bersifat konsultatif dan banyak diberbagi.

Selain itu, fatwa yang dihasilkan dari para mufti, tidaklah
sumber hukum utama namun dapat dimasukkan ke dalam kategori
ijtihad. Pengkategorian ini disebabkan oleh proses penetapan fatwa
yang dipelajari melalui pendekatan atau metode ilmu ushul figih.
Dalam praktik hukum peradilan Indonesia, fatwa dianggap sebagai
pendapat para ahli hukum fatwa ini digolongkan sebagai pendapat ahli
dari sisi hukum Islam tentang suatu masalah yang dijadikan sebagali
sumber hukum untuk pertimbangan hukum bagi hakim untuk
menetapkan keputusan.’

Dalam hukum Islam, fatwa memiliki peran yang sangat
penting. Para ulama menganggapnya sebagai pilihan opsional
ikhtiyariyah (pilihan yang tidak mengikat secara hukum, tetapi
mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa), dan bagi
pihak lain bersifat i'la’'niyah atau informatif, lebih dari sekedar
percakapan. Karena ijtihad kolektif, fatwa dalam hukum Islam saat ini
berada di tempat yang tepat. Namun, fatwa tidak selalu dapat
disamakan dengan ijma’. Ini karena dalam fatwa, para ulama yang
berpartisipasi dalam ijtihad kolektif tersebut tidak meliputi seluruh
ulama yang diperlukan untuk suatu ijma’. Hal ini disebabkan fakta
bahwa kegiatan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) ini dapat dilakukan
oleh individu yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda,
sehingga hasil hukum dari kegiatan ini dapat berbeda. Sebaliknya,
ijma’ tidak memungkinkan perbedaan pendapat karena semua ulama
telah sepakat, sehingga fatwa bukan ijma’ dan masyarakat dapat
menerima atau menolaknya.”

72 Yeni Salam dalam Ibnu Elmi, “Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum
Islam”, Jurnal El-Mashlahah, Vol.9 No.2 2019, 170

73 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum
Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. VI, 476.



BAB III

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA
PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2 NO. 06/ MK-KUPI-
2/X1/2022 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI
BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

A. Profil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah
kongres pertama dan satu-satunya ulama perempuan di dunia.
Indonesia menjadi negara pertama yang memulai kongres ulama
yang mengambil pandangan perempuan. Selain itu, Kongres
Ulama Perempuan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan umum tentang keulamaan perempuan dan
mengembangkan fatwa dan perspektif keagamaan ulama
perempuan Indonesia tentang masalah modern dari sudut pandang
Islam rahmatan lil alamiin.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah
inisiatif yang bertujuan untuk mencapai keadilan relasi laki-laki
dan perempuan dari sudut pandang Islam dan upaya masyarakat
muslim Indonesia. Gerakan ini memiliki sejarah panjang. Dalam
sejarah modern Indonesia, sayap perempuan dari dua organisasi
besar Fatayat dan Mulismat NU, Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah
Muhammadiyah telah memulai gerakan ini. Secara lebih khusus,
upaya ini dapat dikaitkan dengan diskusi yang terjadi pada awal
tahun 1990-an, serta upaya Pusat Studi Wanita (P3M) perguruan
tinggi Islam di Indonesia, terutama di IAIN Yogyakarta

4 Eva Nur Arovah, “Mengurai Keresahan Sesama Kongres Perempuan
Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Diskursus Keulamaan
Perempuan Indonesia”, (Cirebon: Kupipedia, 2017), 21.
https://kupipedia.id/index.php/Berkas:Buku_Diskursus Keulamaan.pdf, diakses 19 Mei
2024
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Perhimpunan Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat (P3M)
dan Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta di antara
lembaga lain di berbagai daerah di Indonesia.

Sejak tahun 1992, YKF Yogyakarta secara khusus
mengadakan pelatihan untuk siswa, santri, kyai, dan nyai,
khususnya yang lebih muda mengadakan forum diskusi dan
menerbitkan tabloid dan buku tentang hak-hak perempuan. Selain
itu, P3M yang memiliki jaringan yang lebih besar di seluruh
Indonesia, meluncurkan program khusus "Fighun Nisa" pada
tahun 1995 untuk mempromosikan pendidikan dan pemberdayaan
hak-hak perempuan dalam perspektif Islam, terutama untuk
kalangan pesantren. P3M juga mengadakan pelatihan, halagah,
dan menerbitkan tabloid dan buku yang relevan, terutama tentang
kesehatan reproduksi perempuan.

Mulai tahun 2000, Perhimpunan Rahima melanjutkan
upaya ini dengan menyelenggarakan Madrasah Rahima.”® Pada
tahun 2005, namanya berubah menjadi Pendidikan Ulama
Perempuan (PUP), dan sampai tahun 2022, Rahima telah
menyelenggarakan PUP sebanyak lima angkatan dari berbagai
daerah di Indonesia, dengan lebih dari 271 anggota, baik senior
maupun muda. Dengan program serupa, Yayasan Fahmina juga
menyelenggarakan Dawrah Figh Perempuan pada tahun 2003,
Dawrah Kader Ulama Pesantren pada tahun 2005, dan terakhir
Dawrah Kader Ulama Perempuan pada tahun 2018. DKUP
terakhir, yang dimulai pada tahun 2018, telah memilih 121 kader
ulama perempuan, baik dari kalangan muda pesantren maupun
pengasuh utama. Alimat, sebuah perhimpunan perseorangan dan
organisasi yang meyakini keadilan relasi laki-laki dan perempuan
dalam Islam, juga melakukan upaya serupa sejak tahun 2009,

> Helmi Aly, “The Rahima Story”, https://kupipedia.id/index.php/Rahima,
diakses 19 Mei 2024
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tetapi tidak sebanyak Rahima dan Fahmina. Di Aceh, Padang,
Lampung, Banjarmasin, Jakarta, Banten, Cirebon, Pekalongan,
Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jombang, Makassar,
dan Mataram Nusa Tenggara Barat, berbagai lembaga melakukan
berbagai inisiatif serupa, masing-masing dengan kekhasannya
sendiri. Pada tahun 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia
pertama kali diadakan di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy
Cirebon.™

Inisiatif dan kolaborasi tiga lembaga yang berfokus pada
pengkaderan ulama perempuan memungkinkan pelaksanaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama di Cirebon
pada tahun 2017. Mereka adalah Rahima, Fahmina, dan Alimat.
Dalam pemerintahan AD. Eridani, Rahima memulai inisiatif.
Berbagai pihak sangat menyambut gagasan reuni alumni
Pendidikan Ulama Perempuan (PUP) Rahima. Bahkan ada banyak
usulan untuk memperluas kepesertaan, bukan hanya untuk alumni
PUP Rahima. Mba Dani (sapaan direktur Rahima AD. Eridani)
dan Bapak Helmi (KH. Helmi Aly Yafie) pergi ke Cirebon pada
pertengahan tahun 2014 untuk memperingati 100 hari wafat Nyai
Hj. Aliyatul Himmah, PP Dar al-Tauhid Arjawinangun. Mba Dani
dan Bapak Helmi mengunjungi rumah Bapak Fagihuddin Abdul
Kodir di Klayan, Cirebon. Pembicaraan lebih mendalam tentang
rencana reuni alumni PUP Rahima diadakan di rumah Bapak Fagih
di Kebon Mangga di depan rumahnya. Bapak Fagih menegaskan
dalam pertemuan ini bahwa lebih banyak orang harus
berpartisipasi. Kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia
diusulkan dan disetujui di pertemuan ini.”

76 Kupipedia, “Sejarah KUPI”, https://kupipedia.id/index.php/Sejarah Kupi,
diakses 19 Mei 2024
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Untuk merencanakan Kongres yang akan diadakan pada
pertengahan tahun 2016, Rahima, Fahmina, dan Alimat
mengadakan pertemuan pertama mereka di kantor Fahmina di
Cirebon. Untuk rencana Kongres ini, panik besar sudah dibentuk.
Namun, rencana Kongres ini ditunda hingga akhir tahun 2016
karena masing-masing panitia terlalu sibuk dan tidak ada yang
dapat melakukannya secara full time. Karena belum ada tanda-
tanda bahwa Kongres akan diselenggarakan, kepanitiaan
mengadakan rapat evaluasi pada awal bulan November 2016.
Peserta rapat mengusulkan penyederhanaan tambahan; mereka
ingin reuni PUP Rahima menjadi dasar Kongres berikutnya.
Namun, banyak peserta lain yang tidak puas, termasuk Kongres
besar, yang membuatnya perlu ditunda lagi pada April 2017.
Meskipun ditunda hingga April 2017, belum ada persiapan yang
jelas dan pasti tentang peserta, tempat, dan acara. Para peserta
memberikan rekomendasi untuk tempat di salah satu pesantren
yang otoritatif. Namun, karena belum ada pesantren yang siap
untuk perhelatan Kongres Ulama Perempuan, diusulkan untuk
berpindah ke Wisma Haji Surabaya. Namun, karena pesantren
dianggap lebih otoritatif, kepanitiaan masih menunggu kehadiran
pesantren yang siap.

Namun, karena sisa waktu kepanitiaan, belum ada
perencanaan yang memberikan kejelasan yang cukup tentang
lokasi, sumber dana, dan sumber daya manusia. Tidak ada anggota
kepanitiaan yang bekerja full-time yang dapat mempertimbangkan
dan melaksanakan rencana perhelatan Kongres tersebut secara
lebih menyeluruh pada saat itu. Sampai saat ini, tidak ada yang
jelas tentang pertemuan Desember 2016. Selanjutnya, pertemuan
yang diadakan di Kantor Rahima pada bulan Februari masih belum
memberikan kejelasan, dan diusulkan untuk ditunda. Bapak Fagih
mengumumkan bahwa dia bersedia bekerja sepenuh waktu untuk
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mengatur seluruh kelompok untuk menyiapkan perhelatan
Kongres. Kongres tetap berlangsung pada bulan April 2017.

Bapak Fagih menghubungi Ibu Nyai Hj. Masriyah Amva,
pengasuh Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin
Cirebon, setelah pulang dari pertemuan di Rahima. Dia
meyakinkan 1bu Nyai untuk menjadi tempat kongres, dan
tempatnya sudah jelas. Bapak Fagih mengundang Dr. Adib, wakil
rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ke rapat perdana di Pesantren
Kebon Jambu Al-Islamy. Sebagai santri alumni Babakan dan
aktivis tentang masalah keulamaan perempuan, Kang Adib
bersedia mengambil tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan
mendanai International Conference Ulama Perempuan. Dr. Septi
Gumiandari, seorang akademisi dan ulama perempuan, kemudian
mengambil alih peran tersebut.™

Pada praktiknya, KUPI telah diikuti oleh 519 peserta
terdaftar, sebagian besar dari Indonesia, dan 131 pengamat. Ulama
perempuan dan aktivis dari sebelas negara Afghanistan,
Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya,
Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Amerika, dan Belanda
hadir dari Indonesia, serta dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jumlah 649 orang,
baik peserta maupun pengamat, tidak termasuk orang-orang yang
hadir di seminar internasional, seminar nasional, diskusi paralel,
pembukaan, dan penutupan acara. Lebih dari 1500 orang hadir,
terutama pada acara pembukaan dan penutupan, berdasarkan kursi
yang tersedia.”

8 Kupipedia “Sejarah KUPI”, https://kupipedia.id/index.php/Sejarah Kupi,
diakses pada 13 Juni 2024

" Agus Munawir (ed.), “Dokumen Resmi Proses & Hasil Kongres Ulama
Perempuan Indonesia”, (Cirebon: Kupipedia, 2017), 4



https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi

47

Tema Kongres Ulama Perempuan pertama ini adalah
“Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman,
Kebangsaan, dan Kemanusiaan”.%

Untuk menerjemahkan tujuan dan tema KUPI tersebut di
atas, berikut adalah jadwal kegiatan yang beberapa di antaranya
telah dilaksanakan:

1) Kegiatan Pra Kongres

Pra-kongres kegiatan dilakukan untuk memetakan
masalah, menerima aspirasi, dan mempersiapkan
substansi Kongres.

2) Seminar Internasional tentang Ulama Perempuan

Salah satu hasil dari seminar ini adalah pelajaran
dari dunia muslim tentang ulama perempuan, keadilan
gender, dan perdamaian global. Diharapkan diskusi,
musyawarah keagamaan, dan rumusan rekomendasi
KUPI didasarkan pada poin-poin ini.

3) Seminar Nasional tentang Ulama Perempuan

Dalam diskusi ini, akan dibahas keulamaan
perempuan dari empat perspektif: sejarah Indonesia,
metodologi  istidlal Musyawarah ~ Keagamaan,
pendekatan untuk peran dakwah ulama perempuan,
dan hambatan eksistensinya di masyarakat Indonesia.

4) Diskusi Paralel

Dalam pembahasan masalah ini dari tiga
perspektif: perspektif keislaman; realitas kehidupan
perempuan dalam kehidupan nyata; dan kerangka
hukum nasional dan instrumen internasional.

5) Diskusi dan Launching Karya Keulamaan Perempuan

8 Kupipedia, “Term of Reference Kongres Ulama Perempuan Indonesia
(KUPI)”,
https://kupipedia.id/index.php/Term_of Reference Kongres Ulama Perempuan_Indones
ia_(KUPI)#Latar Belakang_Pemikiran, diakses pada 20 Mei 2024
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Kegiatan ini berbentuk panel yang terbuka untuk
semua peserta Kongres dan berfungsi sebagai tempat
untuk mempresentasikan, mendukung, dan
mendukung usaha yang berkaitan dengan keulaman
perempuan.

Musyawarah Keagamaan Ulama Perempuan

Kegiatan ini ditujukan untuk para pakar
keislaman dan melibatkan nara sumber dari dua
aspek: kenyataan hidup perempuan dan instrumen
hukum. Metodologi istidlal yang dianut oleh ulama
perempuan akan digunakan sebagai dasar untuk
musyawarah keagamaan ini. Draft hasil Halagah
Musyawara Keagamaan, serta poin-poin dari seluruh
kegiatan Kongres sebelumnya, akan dibahas dalam
sidang ini. Sidang ini merupakan puncak dari analisis
dan diskusi masalah terkait, yang telah dibahas
sebelumnya dalam kegiatan komunitas, pra-kongres,
dan selama proses kongres.

Sidang Rekomendasi

Rekomendasi  lebih  fokus pada aktivis
pemberdayaan perempuan dan ulama. Selain itu, ada
kemungkinan bahwa saran akan ditujukan kepada
pihak-pihak  yang terkait, seperti organisasi
keagamaan, organisasi masyarakat, dan pemerintah,
baik legislatif maupun eksekutif.

Pentas Seni dan Budaya

Para peserta akan dapat menampilkan kreativitas
mereka di panggung terbuka di arena Kongres.
Kegiatan Sosial

Layanan bakti sosial, akses ke pengobatan gratis,
pemeriksaan papsmear dan IVA, sunatan masal untuk
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pria, dan donasi darah. Sebelum Kongres, ini akan
terjadi, tetapi pengobatan gratis akan tetap ada, dan
konseling untuk perempuan korban kekerasan dalam
rumah tangga akan dibuka selama Kongres
berlangsung.

Pada kegiatan KUPI ke-2 diadakan secara langsung di
Semarang dan Jepara. Kongres juga akan disiarkan secara live
melalui platform Zoom dan media YouTube. Konferensi
Internasional akan diadakan pada Rabu, 23 November 2022 (28
Rabi'ul Akhir 1444 H) di Kampus UIN Walisongo Semarang.
Kongres diadakan pada Kamis-Sabtu, 24-26 November 2022 (29
Rabi'ul Akhir-2 Jumada al-Ula 1444 H) di Pondok Pesantren
Hasyim Asy'ari di Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Mengangkat
tema "Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban
yang Berkeadilan”. KUPI Il mencakup tema dan cakupan isu
utama seperti: 1. Paradigma dan Metodologi; 2. Tema Keluarga;
3. Kepemimpinan Perempuan; 4. Gerakan Keulamaan Perempuan;
dan 5. Perlindungan dan Pemeliharaan Alam.8! Empat kegiatan
utama KUPI ke-2 diantaranya yaitu:

1) Pra-KUPI

Kegiatan pra-KUPI ke-2 meliputi lomba
penulisan ulama perempuan, halagah metodologi
fatwa KUPI, halagah isu-isu penting bagi KUPI
(misalnya, pengelolaan sampah untuk keberlanjutan
lingkungan, pemaksaan perkawinan, perlindungan
jiwa perempuan dari kehamilan akibat perkosaan, dan
pemotongan genitalia perempuan), dan workshop dan
seminar tentang isu-isu yang menjadi perhatian KUPI.

2) International Converence

81 Kupipedia, “Latar Belakang KUPI II”, hitps:/kupi.or.id/latar-belakang/,
diakses 20 Mei 2024
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Diikuti oleh lebih dari dua puluh negara sahabat
mengenai tema-tema utama KUPI kedua, yang
bertujuan untuk mendiskusikan kemajuan dan
tantangan masa depan perempuan Islam di seluruh
dunia.

3) Perhelatan Kongres ke-2

Kongres ini memiliki seminar nasional, halagah
paralel untuk tema-tema utama, dan musyawarah
keagamaan tentang lima masalah  penting:
pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan,
pemaksaan perkawinan, terutama pada perempuan
dan anak, perlindungan jiwa perempuan dari
kehamilan akibat perkosaan, dan pemotongan dan
pelukaan genitalia perempuan.

4) Kegiatan-Kegiatan Tambahan
Kegiatan lain diantaranya: pengajian, khataman,
shalawatan, ziarah kubur, napak tilas tokoh
perempuan, festival budaya terutama yang berkaitan
dengan Kartini dan Ratu Kalinyamat, pentas seni,
pameran inovasi dan produk pengetahuan jaringan
KUPI, digital exhibition tentang perjalanan KUPI,
seminar dan workshop tentang berbagai tema dan isu
yang relevan, pasar souvenir dan kuliner, dan lain-
lain.
Adapun Visi dan Misi Kongres Ulama Perempuan
Indonesia (KUPI) adalah sebagai berikut:
A. Visi
"Terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera, serta
terbebas dari segala bentuk kezaliman sosial terutama yang
berbasis gender”". Pernyataan “pengakuan publik™ dalam
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kalimat visi ini bersifat luas, yang berarti pengakuan dan
apresiasi terhadap eksistensi, peran, Kkiprah, perspektif,
metodologi, dan hasil dari gerakan®?
B. Misi
1) Melahirkan basis teologi dan pengetahuan untuk
kerja-kerja keulamaan perempuan bagi transformasi
sosial
2) Menguatkan eksistensi dan peran ulama perempuan
dalam kehidupan spiritual, intelektual, kultural dan
sosial politik
3) Membumikan pengetahuan keulamaan perempuan
dalam praktik budaya, sosial, dan politik.%

B. Deskripsi Hasil Musyawarah Keagamaan No.06/MK-
KUPI 2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan Dari
Bahaya Pemaksaan Perkawinan

Deskripsi latar belakang keluar hasil musyawarah
keagamaan No.06/MK-KUPI-2/X1/2022 berdasarkan fakta dan
data. Kasus pemaksaan perkawinan terhadap perempuan masih
banyak di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID-19.
Terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah yang diputuskan oleh
Mahkamah Agung selama tahun 2018-2022. Pengadilan agama
memutuskan 119 kasus di antaranya untuk perceraian. Data
Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan
terhadap perempuan tumbuh bersamaan dengan peningkatan
300% jumlah kasus pernikahan anak.®* Kasus pemaksaan
perkawinan di Indonesia semakin rumit diatasi karena diperkuat

2024

2024

82 Kupipedia, “Visi Misi KUPI”, https://kupi.or.id/visi-misi-kupi/, diakses 20 Mei
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oleh berbagai faktor, termasuk budaya, interpretasi agama, dan
undang-undang negara, Yyang masing-masing memberikan
kesempatan untuk legitimasi praktik pemaksaan perkawinan.®

Model perkawinan yang dipraktikkan oleh berbagai tradisi
dan kebiasaan budaya di Indonesia rentan terhadap kasus
pemaksaan perkawinan. Contohnya adalah kawin tangkap di Nusa
Tenggara  Timur, nikah  tabaruk  di  Situbondo  dan
Bondowoso, nikah sirit di masyarakat adat Pepadun Lampung, dan
perkawinan pattongko siri di Gowa sebagai model perkawinan di
Indonesia, pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur
juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis.®

Dengan demikian, pemaksaan perkawinan telah
berdampak negatif pada perempuan secara keseluruhan dalam hal
psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.8” Selain mengancam
keselamatan jiwa wanita, praktik pemaksaan perkawinan
menyebabkan trauma psikis, depresi, stigma negatif, perceraian,
konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan sosial, dan akhirnya
bunuh diri karena putus asa. Selain itu, pemaksaan perkawinan
membahayakan fungsi reproduksi perempuan, menyebabkan
kekerasan seksual dalam perkawinan melalui pemaksaan
hubungan intim. Karena alasan budaya dan ekonomi, pemaksaan
perkawinan sering menyebabkan penelantaran dan rapuh
ekonomi, yang mengancam keutuhan keluarga.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor
22/PUU-XV/2017, yang menaikkan usia minimal perkawinan
untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjadi sumber
informasi awal tentang kasus pemaksaan perkawinan. Terdapat

8 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
8 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
87 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
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213 kasus pernikahan yang bermasalah karena pemaksaan
perkawinan antara tahun 2018 dan 2022. Dari kasus tersebut, 119
diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Indonesia.®®

Komnas Perempuan® juga menyebutkan bahwa
kebanyakan korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan
anak perempuan. Pemaksaan perkawinan memiliki dampak
negatif dan sistem pada kehidupan perempuan karena memiliki
banyak efek negatif (mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang
merugikan perempuan, membuatnya sulit untuk membentuk
keluarga sakinah dan mashlahah.

Di Indonesia, pemaksaan perkawinan adalah fenomena
gunung es yang sangat memprihatinkan dan memiliki efek serius
yang berbahaya (dlarar) pada perempuan. Upaya yang dilakukan
untuk melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
belum banyak dan mengalami banyak kendala. Pemaksaan
perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi reproduksi
perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam
perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika
hamil, ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa
berujung pada aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah
pemalsuan dokumen anak yang lahir dari pernikahan sirri yang
dipaksakan, terjadi penolakan dan kebencian terhadap anak yang
lahir dari pemaksaan perkawinan oleh ibunya sendiri, serta
menurunnya spiritualitas dan religiositas korban. Pemaksaan akan
menyebabkan kebencian, atau setidaknya keengganan, seseorang
untuk bergabung dan bertanggung jawab atas kehidupan rumah
tangga bersama pasangannya. Sebaliknya, pemaksaan akan
memicu tindakan buruk, zalim, bahkan kekerasan yang
membahayakan kehidupan rumah tangga. Rasa tanggung jawab, di

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022
89 Komnas Perempuan, 2021
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sisi lain, adalah dasar untuk mengarungi biduk rumah tangga agar
sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran dasar Islam.
Pemaksaan, yaitu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu
yang dia tidak inginkan, disebut sebagai ikrah dalam bahasa figh.%
Karena kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan
menurut mayoritas ulama, perkawinan yang dipaksakan, atau
dipaksa sehingga salah satunya tidak mau dan tidak rela, adalah
tidak sah.™*

Nabi Saw menentang pernikahan yang dipaksakan. Ketika
hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan
pernikahan yang dipaksakan dan memberi perempuan tersebut
keputusan sepenuhnya. Mengutip kisah dari sahabat perempuan
Khansa binti Khidam ra yang dinikahkan secara paksa oleh
ayahnya. Ketika dia mengadu, Nabi Saw mengatakan kepadanya:
"Kamu boleh menikah dengan orang yang kamu inginkan",
membatalkan pernikahannya.® Sementara itu Nabi Saw berkata
kepada ayahnya, "Janganlah menikahkan perempuan, jika ia tidak
berkenan."®® Secara umum, Nabi Saw juga menegaskan bahwa
persetujuan dari calon mempelai, terutama perempuan, sangat
penting untuk pernikahan, baik yang belum menikah atau sudah
menikah, lalu bercerai atau ditinggal wafat suaminya.

Dengan berbagai nama, praktik pemaksaan perkawinan di
kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh
budaya lokal. Beberapa di antaranya juga bergantung pada ide
bahwa wali memiliki hak ijbar atas perempuan yang berada dalam
perwaliannya. Banyak orang menganggap hak ijbar sebagai hak
seorang ayah untuk memaksakan keputusan pernikahan putrinya.
Padahal, hak ijbar adalah tindakan atas dasar kewajiban seorang

9 Al-*Asqallani, 1986: j. 12, 311

% azZuhaily, 1989: j. 7, 78-79

92 Sunan an-Nas&’i al-Kubra, No. 5359, j. 5,174

93 Sunan an-Nas&’i al-Kubra, No. 5361, j. 5, hlm. 175
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ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, bukan
memaksakannya (ikrah). Karena sang putri belum berpengalaman
dalam memilih pasangan, asumsi dasar dari tindakan ijbar adalah
bahwa ayah bertanggung jawab atas tindakan ini.%*

Artinya, tanggung jawab untuk menjamin bahwa calon
mempelai perempuan mendapatkan manfaat pernikahan bukanlah
pemaksaan (ikrah), melainkan hak ijbar. Dia akan menolak
pemaksaan karena bertentangan dengan kehendak dan moral yang
dipaksa. Namun, kewajiban ijbar adalah memastikan bahwa
putrinya benar-benar menerima tawaran tersebut, yang merupakan
bukti bahwa ia menerimanya dengan lapang dada. Minimal tidak
ada tanda-tanda bahwa perempuan yang ditawarkan menikah oleh
ayahnya menolak. Hak ijbar juga bersyarat dalam figh karena ia
berkaitan dengan tanggung jawab. Di antaranya, perempuan tidak
memiliki kebencian atau permusuhan terhadap ayahnya atau calon
suaminya. Calon suaminya sepadan dengannya (kufu'), mahar
yang diberikan kepadanya juga sepadan (mitsli), dan tidak ada
kemungkinan calon suaminya akan melakukan sesuatu yang
menyakitinya.*® Dengan demikian, tugas wali adalah menjaga
perempuan dari bahaya, termasuk pemaksaan perkawinan.

Selain itu, pemaksaan perkawinan memiliki dampak
negatif ternadap kesehatan reproduksi wanita, seperti kehamilan
yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual yang dikenal
sebagai pemaksaan perkawinan, dan kemungkinan aborsi yang
tidak aman karena kehamilan yang tidak sehat atau tidak
diinginkan. Hubungan seksual yang dipaksakan, yang selalu
terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, dapat menyebabkan

9 Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan
Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan

% Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan
Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan
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pendarahan, iritasi, dan infeksi vagina, yang dapat menyebabkan
trauma yang berlangsung lama. Perempuan melakukan fungsi
reproduksi dengan pasangan yang diinginkan saja sakit (wahnan
‘ala wahnin), apalagi dengan pasangan yang tidak diinginkannya.
Bertambahnya kesakitan dan kelelahan membuatnya membenci
pasangannya, bayinya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri.

Secara sosial dan psikis, praktik pemaksaan perkawinan
memiliki efek negatif, seperti trauma, depresi, stigma negatif,
perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan jika
menolak perkawinan, dan bahkan dapat menyebabkan bunuh diri.
Dari perspektif politik, pemaksaan perkawinan menghalangi hak
perempuan dan anak untuk memaksimalkan potensi mereka
sebagai warga negara.

Secara  budaya, pemaksaan  perkawinan  akan
menghentikan atau secara signifikan mengurangi akses seorang
perempuan ke pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah
biasanya berhenti sekolah dan kuliah jika masih di usia sekolah
atau bahkan kuliah.

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan di kalangan
masyarakat miskin juga berpotensi menyebabkan penelantaran
ekonomi. Kegagalan dasar ekonomi keluarga yang dapat
menyebabkan konflik dan akhirnya perceraian. Ini juga diperkuat
oleh testimoni seorang ibu muda yang telah mengalami kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), dipaksa hamil (seseorang yang tidak
bersedia hamil harus merelakan suaminya berpoligami), dan
penelantaran ekonomi oleh suaminya. Ketika ia menggugat
perceraian terhadap suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya
karena dianggap durhaka, sehingga ia mencoba bunuh diri tiga kali
sebelum dirawat di rumah sakit.

Pemaksaan perkawinan dalam hal kesejahteraan dan
kesehatan membahayakan kesehatan fisik dan mental, seperti



57

kemungkinan kerusakan pada organ dan fungsi reproduksi yang
terganggu sebagai akibat dari aborsi yang dilakukan pada anak
yang belum menikah, pemaksaan hubungan seksual terhadap
anak-anak yang belum menikah, pendarah, lemah, sering pingsan,
dan lain. Korban mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental
sebagai akibat dari trauma yang berlangsung lama.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah
menghalangi hak perempuan dan anak untuk memaksimalkan
potensi mereka sebagai warga negara. Ketika seorang wanita
dipaksa menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, mereka
kehilangan hubungan sosial yang diperlukan untuk terlibat dalam
upaya pemberdayaan warga negara yang dilakukan oleh berbagai
lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada titik ini, hak dasar
perempuan dilecehkan oleh pemaksaan perkawinan. Dengan kata
lain, hak untuk berpartisipasi, hak untuk didengar, hak untuk
menyampaikan pendapat, dan, yang paling penting, hak untuk
memilih pasangan adalah hak dasar setiap warga negara untuk
berpartisipasi, memilih, dan dipilih dalam penyelenggaraan
negara.

Kasus pemaksaan perkawinan menjadi semakin sulit
untuk ditangani karena dihadapkan pada beberapa kondisi, antara
lain:%

1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi yang
telah berlangsung selama berabad-abad,;

2) Pelaku berasal dari keluarga dekat, seperti ayah,
kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;

3) Pelaku dianggap sebagai tokoh yang kuat dan
teladan dalam masyarakat;

% Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
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4) Pelaku adalah aparat yang bertanggung jawab
untuk melindungi

5) Interpretasi agama yang mendukung praktik
pemaksaan perkawinan, seperti hak ijbar wali
terhadap anak perempuan yang disalah paham dan
kewajiban taat terhadap orang tua yang digunakan
sebagai dasar pemaksaan perkawinan terhadap
anak;

6) Regulasi yang  mendukung  pemaksaan
perkawinan, seperti Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 yang
sering  disalahgunakan  untuk  mengadili
permohonan dispensasi kawin. Selain itu, Pasal 7
ayat (2), (3) huruf e dan (4) dari Kompilasi
Hukum Islam sering disalahgunakan untuk
mengesahkan nikah siri yang diawali dengan
pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk
kebaikan, maka perempuan seharusnya dibantu untuk
mendapatkan kebaikan tersebut dan dilindungi dari segala bahaya
yang membuat perkawinan menjadi buruk baginya. Namun, dalam
praktiknya, banyak perempuan vyang tidak memperoleh
perlindungan, di antaranya dari bahaya pemaksaan perkawinan.



BAB IV

ANALISIS HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KUPI Ke-
2 No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DARI BAHAYA PEMAKSAAN
PERKAWINAN

A. Analisis Hak Ijbar Menurut Hasil Musyawarah
Keagamaan KUPI
Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan
umat Islam, termasuk di Indonesia, dikarenakan oleh budaya lokal
yang muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di
antaranya didasarkan pada gagasan bahwa wali memiliki hak ijbar
atas perempuan yang berada dalam perwaliannya. Banyak orang
menganggap hak ijbar sebagai hak seorang ayah untuk
memaksakan keputusan pernikahan putrinya. Pemaksaan, yaitu
memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia
inginkan, disebut sebagai ikrah dalam bahasa figh.”” Karena
kemauan dan kerelaan menjadi syarat sah akad pernikahan
menurut mayoritas ulama, perkawinan yang dipaksakan, atau salah
satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan tidak rela, ad alah tidak
sah. Padahal, hak ijbar adalah tindakan atas dasar kewajiban
seorang ayah untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya, bukan
memaksakannya (ikrah). Karena sang putri belum berpengalaman
dalam memilih pasangan, asumsi dasar dari tindakan ijbar adalah
bahwa ayah bertanggung jawab atas tindakan ini.%
Artinya, tanggung jawab untuk menjamin bahwa calon
mempelai perempuan mendapatkan manfaat pernikahan bukanlah
pemaksaan (ikréh), melainkan hak ijbar. Sementara tanggung

97 Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-Fatah al-Bsri bi “Syarh Shahih
al-Bukhori”. Vol. 111. Beirut: Dar al Fikr, 1990, 311
9 Wawancara dengan Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024.
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jawab ijbar harus memastikan bahwa hal yang ditawarkan kepada
putrinya benar-benar bermanfaat baginya, dan salah satu tandanya
adalah dia menerimanya dengan lapang dada, pemaksaan
bertentangan dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan
dia akan menolaknya. Namun, kewajiban ijbar adalah memastikan
bahwa putrinya benar-benar menerima tawaran tersebut, yang
merupakan bukti bahwa ia menerimanya dengan lapang dada.
Minimal tidak ada tanda-tanda bahwa perempuan yang ditawarkan
menikah oleh ayahnya menolak. Hak ijbar juga bersyarat dalam
figh karena ia berkaitan dengan tanggung jawab. Di antaranya,
perempuan tidak memiliki kebencian atau permusuhan terhadap
ayahnya atau calon suaminya. Calon suaminya sepadan dengannya
(kufd"), mahar yang diberikan kepadanya juga sepadan (mitsli),
dan tidak ada kemungkinan calon suaminya akan melakukan
sesuatu yang menyakitinya.*

Seorang wali bertanggung jawab untuk menjaga
perempuan dari bahaya, termasuk pemaksaan perkawinan. Korban
pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi,
menerima stigma negatif dari masyarakat, perceraian, pengucilan
keluarga, perselingkuhan, dan kemungkinan bunuh diri sebagai
akibat dari pemaksaan perkawinan. Selain itu, pemaksaan
perkawinan memiliki efek negatif pada kesehatan reproduksi,
seperti kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan hubungan
seksual juga dikenal sebagai pemaksaan perkawinan dan aborsi
yang tidak aman karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak
diinginkan. Jenis pemaksaan hubungan seksual ini, yang selalu
terjadi dalam perkawinan yang dipaksakan, juga dapat
menyebabkan pendarahan, iritasi, dan infeksi vagina, yang dapat
menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

9 Husein Muhammad. “Figh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan
Gender”. (Yogyakarta: LKiS, 2001), 77-82



62

Seorang wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi
perempuan dari bahaya, seperti pemaksaan perkawinan. Korban
pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi,
pengucilan  keluarga,  perceraian,  perselingkuhan, dan
kemungkinan bunuh diri sebagai akibat dari pemaksaan
perkawinan. Perempuan melakukan fungsi reproduksi dengan
pasangan suka sama suka saja sakit (wahnan ‘ala wahnin), apalagi
dengan pasangan yang tidak diinginkannya. Bertambahnya
kesakitan dan kelelahan membuatnya membenci pasangannya,
bayinya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri.*®

Selain  itu, membiarkan perempuan mengalami
konsekuensi negatif dari pemaksaan perkawinan bertentangan
dengan larangan Nabi Saw untuk menghindari pelanggaran
terhadap diri dan orang lain.1®* Prinsip-prinsip hukum Islam yang
bertumpu pada perwujudan kemaslahatan (jalb al-mashalih),
penolakan kemafsadatan (dar' almafasid), dan penghapusan segala
bahaya dan keburukan (adl-dlararu yuzal) menunjukkan betapa
pentingnya melindungi perempuan dari ancaman pemaksaan
perkawinan. Prinsip perlindungan yang lima bertentangan dengan
membiarkan perempuan mengalami dampak negatif dari
pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama perempuan.
Oleh karena itu, perlindungan agama (hifdh addin), jiwa (hifdh an-
nafs), organ reproduksi (hifdh an-nasl), akal (hifdh al- ‘ag/), dan
harta kekayaan (hifdh al-mél) adalah semua jenis perlindungan
ini.’% Perempuan yang dipaksa menikah akan sulit untuk
menerapkan ajaran Islam di rumah tangga karena ada penolakan,
bahkan kebencian, di dalamnya. Ini berarti agamanya tidak aman

100 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
101 Muwaththa’ Malik, no. 1435
102 Wawancara Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
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dan tidak selaras dengan prinsip hifdh ad-din seperti yang dialami
istri Qais bin Tsabit ral®®

Jiwa seorang wanita yang dipaksa menikah juga lemah,
penuh kebencian terhadap pasangannya, keluarganya, bayinya,
dan bahkan dirinya sendiri. la mungkin merasa tidak dihargai,
tidak memiliki harga diri, dan mungkin ingin bunuh diri.
Tidak sedikit orang yang benar-benar mengakhiri hidup mereka
sendiri. Akibatnya, pemaksaan perkawinan melanggar prinsip
hifdh an-nafs, yang berarti perlindungan jiwa manusia dalam
hukum Islam, sehingga pembiaran mereka berdampak negatif.?%

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil,
melahirkan, dan kemudian sibuk mengurus anaknya, pada
akhirnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperkuat
pikiran mereka, meneruskan sekolah, dan meningkatkan
kemampuan akalnya. Akibatnya, mereka tidak lagi memiliki
kemampuan untuk berkembang untuk melindungi diri dan
menghadapi  tantangan  kehidupan. Artinya, membiarkan
perempuan mengalami konsekuensi negatif yang disebabkan oleh
pemaksaan perkawinan juga melanggar prinsip hifdh al- ‘agl, yang
berarti perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan labil, mudah membenci diri sendiri dan orang
lain, tidak mampu berpikir jernih dan logis, dan ketika dipaksa
masuk dalam ikatan pernikahan, sangat memungkinkan dirinya
tidak mampu mengakses ekonomi, mengelola hartanya dan harta
keluarganya, sulit untuk bekerja menghasilkan uang,
mengembangkan kekayaan dan melindungi kepemilikan. Artinya,
membiarkan perempuan dipaksa menikah yang berdampak buruk
pada pikiran mereka juga bertentangan dengan prinsip hifdh al-
mal, yang merupakan prinsip hukum Islam yang melindungi harta.

103 Wawancara Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024
104 Wawancara Ibu Nur Rofiah. Pada tanggal 3 Maret 2024
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Perlindungan organ reproduksi dan keluarga menjadi
lebih buruk (hifdh an-nasl). Perempuan yang tidak menginginkan
perkawinan dan dipaksa melakukan hubungan seksual oleh
suaminya rentan mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan
ketika hamil, mengabaikan kondisi tubuhnya dan bahkan bisa
membenci dirinya sendiri dan janinnya. Mereka juga mungkin
tidak merawat dirinya dan janinnya dengan memberikan makanan
dan gizi yang sehat. Artinya, membiarkan perempuan mengalami
perkawinan paksa dalam kondisi seperti itu juga melanggar prinsip
hifdh an-nasl, yang dalam hukum Islam berarti perlindungan
reproduksi dan keluarga.

Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, memiliki
kewajiban yang lebih besar untuk memastikan kemaslahatan bagi
rakyatnya (tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manithun bi al-
mashlahah), terutama bagi mereka yang membutuhkan
perlindungan, seperti perempuan, dari ancaman pemaksaan
perkawinan.1%°

Membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif
dan bahaya yang disebabkan oleh perkawinan paksa, Berikut dalil
dan aturan positif di Indonesia:

a. Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

105 As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Kamaluddin. “A/-Asybdh wa an-
Nadha’ir”. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983), 101.
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kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan
kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi

kaum yang berpikir ~.1%

b. Hadits
S N5 558 Y B ey ado Lo Al 1,25 51 3l £ 52

“Rasulullah  Saw  bersabda: “Tidak  boleh

membahayakan diri sendiri dan meletakkan orang lain dalam

bahaya >

¢. Peraturan hukum positif di Indonesia

UUD 1945, terutama Pasal 28 | Ayat (1) menegaskan hak
setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, menekankan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia, adalah selaras dengan perlindungan perempuan
dari bahaya perkawinan paksa di Indonesia. Dalam hal ini,
pemerintah negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-
hak ini. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa
perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua
mempelai. Jika salah satu calon mempelai tidak memberikan
persetujuan, perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu, negara
baru-baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),

106 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Ar-Rum/21

107 Muwaththa’ Malik, no. 1435; Sunan Ibn M4jah, no. 2430 dan 2431; Musnad
Ahmad, no. 2912
dan 2322).
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yang melarang pemaksaan perkawinan dan melindungi hak-
hak korban.

Maqashid syari’ah  Jamaluddin = Athiyah  sangat
mendukung peran pemerintah dan masyarakat dalam
mengayomi dan melindungi warga negara, terutama
perempuan. Penelitian ini akan menganalisis Magashid
Syari’ah Jamaluddin Athiyah dalam empat ruang lingkup.
Analisis fatwa KUPI tentang perlindungan perempuan dari
pemaksaan perkawianan berdasarkan teori Magashid Syariah
Jamaluddin Athiyah dapat ditemukan di sini.1%

1) Ruang Lingkup Personal (Individu)

Fatwa kupi tentang perlindungan perempuan dari
pemaksaan perkawinan menyatakan bahwa "hukum
melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan
perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat,
maupun orang tua". Jika seorang wanita dipaksa
menikah, jiwanya akan sakit dan benci pada
pasangannya, keluarganya, bayinya, dan bahkan
dirinya sendiri. Perempuan tersebut akan merasa tidak
dihargai, tidak memiliki harga diri, dan bahkan
mungkin ingin bunuh diri. Akibatnya, perempuan
yang menjadi korban pemaksaan perkawianan
dilecehkan dan melanggar prinsip perlindungan jiwa.

2) Ruang Lingkup Keluarga

Mengawasi hubungan antara laki-laki dan
perempuan adalah bagian dari ruang lingkup keluarga
yang kedua. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang

108 Tyada Ilya, “Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif
Magqashid Syaria’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022”
(Almanhaj,UIN Salatiga:2023),2256
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yang mengatur perkawinan, yang kemudian
menetapkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang
terlibat dalam perkawinan. Dalam kasus pemaksaan
perkawinan, terkadang terjadi pemaksaan hubungan
seksual, juga dikenal sebagai pemaksaan perkawinan,
dengan alasan untuk memenuhi kewajiban suami
tetapi melanggar hak istri untuk dilayani dengan baik.
seperti yang dinyatakan dalam ayat 19 surah An-Nisa’;

8 15A588 3 25 Gasta S 50 gl 38305
58 s s a5

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika
kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena
boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan kebaikan yang banyak di
dalamnya. "%

Ruang lingkup keluarga yang kedua mencakup
perlindungan atas keturunan. Wanita yang tidak
menghendaki  perkawinan  karena  pemaksaan
kemudian dipaksa melakukan hubungan seksual
dengan suami mereka, yang mengganggu kesehatan
reproduksi mereka. Ketika mereka hamil, mereka
mengabaikan  kondisi tubuhnya, bahkan bisa
membenci dirinya sendiri dan janinnya, tidak
memberikan nutrisi dan perawatan yang diperlukan
untuknya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa
kehidupan seorang anak akan dibimbing dengan
kurang kasih sayang sehingga mereka dapat
mengalami  depresi.  Konsekuensinya,  prinsip
perlindungan  dilanggar dengan  membiarkan

109 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS An-Nisa’/19
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perempuan mengalami dampak negatif dan
mengakibatkan padak keturunannya atas garis
keturunan

Mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa
rahmah adalah ruang lingkup ketiga dari keluarga.
Tujuan pernikahan disebutkan dalam surah Ar-Rum
ayat 21 sebagai berikut:
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri
agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir. "

Untuk mencapai tujuan pernikahan,
masing-masing pasangan harus menciptakan
suasana hati yang tenang dan menekankan
hubungan batin, sehingga pasangan Yyang
menjalani  kehidupan rumah tangga dapat
menjalin rasa saling mengasihi dan sayang.
Namun, tujuan pernikahan akan sulit dicapai
dalam situasi di mana perempuan berada di bawah
tekanan. Jadi, membiarkan perempuan tidak
merasakan ketentraman dalam berumah tangga
merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang
mendasari  pembentukan  keuarga  sakinah
mawaddah wa rahmah.

3) Ruang Lingkup Masyarakat

110 KEMENAG RI, Al-Qur’an QS Ar-Rum/21
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Ruang lingkup ketiga adalah ruang lingkup
masyarakat, yang mencakup hubungan antara
masyarakat dan keamanan. Internal dan eksternal
harus memastikan keamanan masyarkat. Keamanan
ini akan menghasilkan keadilan yang dibutuhkan
individu, masyarakat, keluarga, dan hubungan dengan
orang lain. Menurut Fatwa KUPI, negara dan semua
pihak vyang terkait harus berpartisipasi dalam
perlindungan  perempuan dari bahaya yang
disebabkan oleh pemaksaan perkawinan dengan
melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan
tepat.

Ruang Lingkup Kemanusiaan

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari
bahaya perkawinan paksa selaras dengan UUD 1945,
terutama Pasal 28 (1) Ayat (1), yang menekankan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa setiap
orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, dan hak untuk memiliki kemerdekaan pikiran
dan hati nurani.Pemenuhan hak-hak ini adalah tugas
negara, atau pemerintah. Pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, perkawinan hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan kedua mempelai. Selain itu, negara baru-
baru ini mengesahkan Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS), vyang menghukum pemaksaan
perkawinan dengan melindungi korban. Untuk
melindungi hak-hak manusia, berbagai pihak harus
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bekerja sama untuk melindungi perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan.

Namun demikian, upaya pemerintah ini masih
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat
dilaksanakan secara efektif dan tepat oleh pemerintah sendiri
dan masyarakat.

Menurut Fatwa KUPI, tugas wali adalah menjaga
perempuan yang berada dalam perwalian terlindungi dan
terhindar dari segala bahaya, termasuk pemaksaan
perkawinan. Secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi,
pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif (mafsadat)
dan negatif (madlarat) yang merugikan perempuan. Korban
pemaksaan perkawinan dapat mengalami trauma, depresi,
menerima stigma negatif dari masyarakat, perceraian,
pengucilan keluarga, perselingkuhan, dan kemungkinan
bunuh diri sebagai akibat dari pemaksaan perkawinan. Selain
itu, pemaksaan perkawinan memiliki efek negatif pada
kesehatan reproduksi wanita, seperti kehamilan yang tidak
diinginkan, pemaksaan hubungan, yang juga dikenal sebagai
pemaksaan perkawinan, dan aborsi yang tidak aman yang
mengakibatkan kehamilan yang tidak sehat atau tidak
diinginkan.'!

Fatwa hadir untuk menjelaskan status hukum masalah
keummatan. Sudah pasti, untuk mencapai status penjelas
hukum, seseorang harus mendapatkan sumber hukum yang
tepat dan akurat dari sumber hukum Syariah. Dalil Syariah,
yang menjadi dasar ijtihad, digunakan sebagai dasar untuk
menganalisis sumber hukum. Oleh karena itu, seorang mufti

111 Fatwa KUPI No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan
Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan
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diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang berjihad untuk
menelaah hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al Quran
dan Hadits.

Fatwa yang dibuat oleh KUPI  diharapkan
bisa memberikan manfaat dan rahmat kepada alam semesta
dan memiliki dasar ilmiah, sosiologis, dan kultural yang dapat
dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.
Dalam metodologi fatwa KUPI, semua bentuk fatwa
keagamaan harus merujuk pada nash Quran, hadits, aqwalul
ulama, dan konstitusi negara Republik Indonesia. KUPI juga
sangat mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman
yang nyata perempuan dengan sembilan nilai dasarnya:
kebaikan, kerahmatan, kesetaraan, keadilan hakiki,
kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Fatwa yang
dibuat olen KUPI memiliki dasar ilmiah, sosiologis, dan
kultural yang dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia
maupun di akhirat. Semua jenis fatwa keagamaan dalam
metodologi fatwa KUPI harus merujuk pada nash Quran,
hadits, agwalul ulama, dan konstitusi negara Republik
Indonesia.

Sebagai jaringan yang aktif, Kongres Ulama Perempuan
Indonesia (KUPI) melakukan berbagai inisiatif yang
didasarkan pada gagasan rahmatan lil 'alamin (kerahmatan
semesta), yang merupakan visi keislaman yang ditemukan
dalam berbagai ayat al-Qur'an, dan untuk mendorong akhlaq
karimah (akhlak mulia) yang diteladankan oleh Nabi
Muhammad SAW. Sembilan dasar Paradigma KUPI*2

1) Ketauhidan;
2) Kerahmatan;

112 Faqihuddin Abdul Kodir, “Metodologi Fatwa KUPI”, Fahmina Institute,
https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/, diakses 18 Juni 2024
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Kemaslahatan;
Kesetaraan;

Kesalingan (Mubadalah);
Keadilan Hakiki;
Kebangsaan;
Kemanusiaan;
Kesemestaan

Ketauhidan adalah inti dari semua nilai KUPI. Di mana
Tuhan hanyalah Allah SWT. Setiap ciptaan-Nya harus membantu
satu sama lain, karena Dia satu-satunya yang benar-benar taat.

Dalam Islam,

segala aspek amal ma’ruf yang berkaitan dengan

dunia dan akhirat, seperti keimanan, keibadahan, dan amal sosial,
adalah representasi dari visi rahmatan lil 'alamin dan akhlag
karimah. Kemeslahatan harus menjadi dasar ketika diciptakan oleh

manusia. Tiga metode akan digunakan untuk menerapkan ide-ide
dari sembilan nilai utama ini:*?
1) Makruf
Paradigma KUPI, atau kesembilan nilai dasar,
dapat menawarkan solusi dan konteks yang
selaras antara dialektika teks dengan prinsip
syari'ah, akal publik, dan kesepakatan sosial
tertentu.
2) Mubadalah
Menjadikan semua pihak, terutama yang
berhubungan seperti laki-laki dan perempuan,
sebagai subjek manusia utuh yang setara dalam
menerima dan mewujudkan ide-ide dalam
sembilan nilai dasar tersebut.
3) Keadilan hakiki bagi perempuan
13 Kodir, “Metodologi Fatwa KUPL” Fahmina Institute,

https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/, diakses 18 Juni 2024
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Mempertimbangkan situasi unik yang dialami
perempuan atau individu dengan kondisi biologis
dan sosial tertentu. Kondisi khusus ini tidak boleh
mengurangi akses, keterlibatan, keuntungan, atau
kontrol yang berkaitan dengan implementasi
gagasan yang tercantum dalam kesembilan nilai
dasar tersebut. Makruf, mubadalah, dan keadilan
hakiki merupakan satu kesatuan yang padu.
Dalam Halagah Metodologi sebelum kongres di Jakarta
pada tanggal 4-6 April 2017, bahwa penulisan Hasil
Musyawarah Keagamaan KUPI harus mengikuti sistematika
yang mencakup tashawwur (deskripsi masalah), adillah
(dasar-dasar keputusan), istidlal (analisis dasar-dasar
keputusan), sikap dan pandangan keagamaan, tazkiyah
(rekomendasi), maraji' (referensi), dan marafiq (lampiran).*
1) Deskrispsi (tashawwur)
Deskripsi memberikan gambaran tentang masalah
lapangan, termasuk jenis, pola, data, pengaruh,
suara korban, struktur budaya, hukum, dan
pemahaman agama tertentu di masyarakat. Dalam
Tashawwur,  prinsip-prinsip  ditulis  dengan
singkat, lugas, dan mudah dipahami. Mereka
menggambarkan masalah sebagai masalah, bukan
sebagai analisis. Tashawwur diakhiri dengan
kalimat yang mengandung pertanyaan.
2) Dalil (adillah)
Adillah adalah jamak dari dalil, yaitu teks yang
digunakan sebagai dasar untuk keputusan
musyawarah ini meliputi Nash Al-Quran, Nash

14 KUPI, “Proses Dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, 52-54.
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Hadits, Agqwal Ulama, dan Konstitusi Negara
Republik Indonesia.

Analisis (istidlal)

Istidlal adalah proses analisis atau mencari
petunjuk dengan menggunakan sumber rujukan
yang telah ditetepkan untuk melihat masalah yang
dibahas dan membuat keputusan. Proses istidlal
mempertimbangkan Konstitusi Negara Rl dan
Agwal Ulama dalam merumuskan maslahat dan
mafsadat dalam fatwa yang berupa keputusan atau
pandangan dan sikap keagamaan. Istidlal dapat
menggunakan Kaidah Ushuliyyah dan Fighiyyah,
Magashid Syariah, dan prinsip-prinsip universal
Islam dengan mempertimbangkan keadilan
subtantif dan hakiki bagi laki-laki dan perempuan.
Sikap dan Pandangan Keagamaan (fatwa)
Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah
yang merupakan jawaban atas masalah yang
dijelaskan dalam deskripsi disebut fatwa.
Rekomendasi (tazkiyah)

Tazkiyah adalah saran yang diberikan kepada
orang, tokoh, keluarga, organisasi, lembaga, dan
negara sebagai hasil dari keputusan musyawarah.
Refrensi (maraji’)

Maraji menyusun daftar sumber rujukan yang
digunakan dalam perumusan fatwa KUPI.
Lampiran (marafiq)

Teks Agwal Ulama dan Konstitusi Negara
Republik Indonesia, serta kutipan dari al-Qur'an
dan hadis, dilampirkan sebagai marafiq untuk
mendukung atau memperkuat diskusi.
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Tidak seperti Fatwa MUI, yang terdiri dari nomor dan
judul, kalimat pembuka, dan pertimbangan seperti diktum,
penjelasan, dan lampiran.

B. Analisis Terkait Hak Ijbar KUPI Menurut Prespektif
Hukum Islam

Pasangan laki-laki dan perempuan menikah untuk memulai
dan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, Al-Qur'an
memulainya dengan gagasan bahwa ikatan perkawinan adalah
perjanjian yang teguh (mitsdgan ghalidhan), yang harus dijaga
bersama agar tidak mudah putus atau menjadi sumber konflik yang
merugikan bagi mereka berdua. Selain itu, Nabi Saw menyebut ikatan
ini sebagai kalimat dan amanat Allah. Sebagaimana Q.S. An-Nisa’
Ayat 21:

P 4 . - v P Sz P
R G U I L CR  B P E  F L

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali),
padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami
istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian
yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? . **°

Perkawinan merupakan tindakan sakral yang dilakukan
oleh laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu keluarga
yang harmonis, abadi, sakinah, mawaddah, dan rahmah serta
menghalalkan hubungan suami istri untuk meneruskan keturunan.

Ja5 G Sl g3l SCE) 3 S Bl Ol g

115 KEMENAG RI, Al-Qur’an Q.S. An-Nisa’/21
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya
ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri
agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir ”. 1

Semua tindakan pemaksaan, termasuk perkawinan,
bertentangan dengan al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum
Islam. Membiarkan perempuan mengalami konsekuensi negatif
dan bahaya yang disebabkan oleh pemaksaan perkawinan adalah
bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Sebagaimana Q.S. An-
Nur ayat 33

ALAJJ,,‘O) )), )L;‘-';\’K'Qj g&.-j\ /.;,: ,:’}j
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116 KEMENAG RI, Al-Qur’an Q.S. Ar-Rum/21
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“Orang-orang yang tidak mampu menikah,
hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki
menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu
buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada mereka.Berikanlah kepada mereka
sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu
untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari
keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka
dipaksa .M’

Al-Qur’an menyebutkan relasi perkawinan antara suami
dan istri sebagai relasi partnership, atau kerjasama dan
berpasangan (zawdj), keduanya satu sama lain ibarat baju yang
saling menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan
menampakkan keanggunannya. Tertulis dalam Q.S. Al-Bagarah

Ayat 187
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117 KEMENAG RI, Al-Qur’an Q.S. An-Nur/33
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“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur
dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat
menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan
memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah
apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah
hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai
(datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu
(dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas
(ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia
agar mereka bertakwa”.**®

Dalam hubungan zawaj ini, keduanya diharuskan untuk

berbuat baik satu sama lain (mu'dsyarah bi al-ma'rif),
bermusyawarah (at-tasyawur), dan saling ridha. Mereka juga
harus memaksimalkan modal cinta kasih (mawaddah wa rahmah)
untuk mencapai kebahagiaan bersama.

118 KEMENAG RI, Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah/187
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Peraturan hukum positif di Indonesia, UUD 1945 terutama
Pasal 28 | Ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, dan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia, adalah selaras dengan perlindungan perempuan
dari bahaya perkawinan paksa di Indonesia. Dalam hal ini,
pemerintah negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak
ini. Oleh karena itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai. Jika salah satu
calon mempelai tidak memberikan persetujuan, perkawinan
tersebut tidak sah. Selain itu, negara baru-baru ini mengesahkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang melarang pemaksaan
perkawinan dan melindungi hak-hak korban.

Menurut literatur fikih, wali mujbir adalah wali yang
memiliki hak ijbar untuk mengawinkan anak perempuannya atau
menikah tanpa menunggu kerelaan pasangan.'’® Namun,
pemahaman masyarakat Indonesia tentang hak ijbar masih terlalu
sempit. Ini menjadi salah satu masalah yang sangat sensitif karena,
di satu sisi, masalah ini memiliki hukum fikih, dan di sisi lain,
tidak sesuai dengan prinsip demokratis. Dalam kasus ini, seorang
anak tidak dapat mengetahui apa-apa, sehingga anak gadis yang
akan menikah mungkin tidak mengetahui wajah calon suaminya
hingga hari pernikahan. Para ulama, yang menganggap perempuan
memiliki status yang sama dengan laki-laki, sekarang lebih banyak
mengangkat masalah ini.*?°

119 Abd. Rahman Ghazali, Figh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 63.
120 Arini Rohbi Izzati,“Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Peremuan Presektif Figh
Dan Ham”, Jurnal AlMawarid. Vol. X1, No. 2 (Yogyakarta: UIL, 2011), 242.
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Apabila seseorang memasuki perkawinan dengan
kekerasan, apalagi dipaksa oleh orang lain, ikatan dan hubungan
perkawinan seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an akan sulit
terwujud. Pemaksaan akan menyebabkan kebencian, atau
setidaknya keengganan, seseorang untuk bergabung dan
bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga bersama
pasangannya. Sebaliknya, pemaksaan akan memicu tindakan
buruk, zalim, bahkan kekerasan yang membahayakan kehidupan
rumah tangga. Rasa tanggung jawab, di sisi lain, adalah dasar
untuk mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan harapan
dan sesuai dengan ajaran dasar Islam.

Karena itu, rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak
(calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap kelahiran. Karena
perkawinan adalah suatu ikatan yang memungkinkan laki-laki dan
perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diizinkan,
maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah
mubah dan boleh.!?

Wali mujbir adalah hak untuk mengawinkan anaknya
tanpa menunggu kerelaan pihak yang akan dikawinkan.?? Hak
wali ijbar berarti bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak
perempuannya secara sepihak dan memaksa anak perempuannya
menikah dengan laki-laki yang mereka pilih tanpa meminta izin
terlebih dahulu dari anaknya.'?

Hak ijbar wali mujbir tidak boleh digunakan untuk tujuan
yang menyimpang tujuan dasar wali mujbir, seperti jika wali
mempergunakan hak ijbarnya untuk menikah dengan laki-laki
yang mereka inginkan, atau jika itu didasarkan pada kesepakatan

121 Yusriana, “Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam”,
Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 4 No. 2 (2021), 113.

122 Abdur Rahman Ghazali, “Figh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), 63

123 Moch. Asnawi, “Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan”, (Yogyakarta:
Darussalam 2004), 77
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atau kontrak tertentu. Pada dasarnya, wali mujbir melakukannya
karena keyakinan mereka bahwa apabila seorang wanita diizinkan
untuk memilih jodohnya sendiri, dianggap akan mengakibatkan
kerugian padanya di kemudian hari, yang dapat mencakup
kerugian dalam hal agamanya, kesejahteraan, dan aspek lainnya.
Karena syarat yang ketat untuk wali mujbir dan fakta bahwa tidak
semua wali perempuan memiliki hak ijbar, seorang wanita yang
dinikahkan dengan wali mujbir seharusnya aman dalam segala hal
karena walinya tidak akan mungkin menjerumuskannya dalam hal
yang dapat membahayakannya. Ini dianggap sebagai keuntungan
dari penggunaan wali mujbir dalam perkawinan.?4

Wali mujbir sering kali dianggap sebagai diskriminasi
terhadap hak-hak perempuan untuk memilih pasangannya sendiri.
Bahkan sistem perkawinan dengan wali mujbir sering Kali
dihadapkan pada masalah HAM, yaitu dianggap merendahkan hak
asasi seorang perempuan serta seolah-olah haknya untuk memilih
dibungkam. Selain itu, ada tuduhan bahwa pilihan orang tua tidak
selalu baik untuk anaknya.

Islam tidak hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan
wali mujbir dan siapa yang berhak menjadi wali mujbir, tetapi juga
menyatakan bahwa wanita memiliki hak untuk menolak
perkawinan dengan wali mujbir dalam beberapa keadaan tertentu:

1) Adanya konflik atau permusuhan dengan si
perempuan antara wali, ayah dan kakek.

2) Perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang
tidak sekufu dengannya;

3) Mabhar misil;

4) Tidak mampu membayar mahar;

124 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
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5) Dinikahkan dengan laki-laki yang mungkin
mengecewakan atau membahayakan di kemudian
hari.

Salah satu dari lima poin di atas mendukung gagasan
bahwa wali mujbir memang mengandung banyak aspek maslahah
dan bukan hanya memaksakan pendapat ayah atau kakek dalam
penilaian sepihak terhadap sang laki-laki.'?®

Hak ijbar wali seringkali bertentangan dengan pilihan
jodoh sebagai prinsip perkawinan. Inilah yang kemudian menjadi
perhatian: dalam Islam, perempuan tidak memiliki hak untuk
memilih pasangan dan tidak memiliki hak untuk memilih
pasangan. Sampai saat ini, ada wacana bahwa wali mujbir ialah
orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan
orang tuanya, atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa".
Tentu saja, kedua hal ini bertentangan, karena tujuan dari dari
adanya hak ijbar bukanlah "kawin paksa". Sebaliknya, tujuan dari
"kawin paksa" bukanlah adanya hak ijbar sifat paksanya lebih
dekat dengan ikrah.

Ikrah adalah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan
suatu tugas yang membahayakan tubuh dan jiwanya tanpa
kemampuan untuk menentangnya. Namun, bagi orang yang
dipaksa, tindakan tersebut sebenarnya bertentangan dengan
pikiran dan moral mereka. Jika ikrah benar-benar digunakan, itu
dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia,
dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dianggap
tidak sah secara hukum.?

125 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
126 Husein Muhammad, “Figih Perempuan”, (Yogayakarta: LKis, 2001), 242
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Hak ijbar muncul di era modern, dan umat Islam perlu
memperhatikannya.'?” Sesuai dengan kaidah magashid, "Dar'ul
mafasid mugaddamun ‘'ala jalbil mashalih™ (menghindari yang
membawa kerusakan didahulukan dari yang mendatangkan
kemaslahatan), kondisi saat ini dipandang sebagai kondisi darurat
untuk melakukan ijtihad dan mengembangkan pendekatan baru
untuk ijtihad dengan tujuan menghindari hal-hal yang menodai
prinsip keadilan, maslahah, dan ketentraman. Dengan kata lain,
gagasan ini  harus diubah terhadap keyakinan yang
mendiskriminasi perempuan dalam konteks hak ijbar. Pada
awalnya, Tuhan tidak ingin hambaNya menghadapi kesulitan.
Oleh karena itu, hak ijbar wali bertentangan dengan prinsip-prinsip
tujuan syari'at dari perspektif magashod syari‘ah.?

Wali mujbir memiliki hak ijbar tanpa izin atau kerelaan
dari perempuan yang di bawah perwaliannya. Dalam fikih mazhab
Syafi'i, ayah dan kakek dianggap sebagai wali mujbir, meskipun
keduanya tidak berhak atas hak ijbar. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa ayah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan
mengurus putrinya, serta memiliki kasih sayang dan kelembutan
yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selain itu, kakek dianggap
setara dengan ayah karena kedudukannya sebanding dengan ayah.
Tapi, kedudukannya lebih tinggi daripada ayah.*?®

Dari sudut pandang hukum Islam, atau "Islamic Law"
hanya dikenal dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia.
Ini karena, dalam literatur Arab, termasuk al-Qur'an dan Sunnah,

27 yusuf Qardhawi, “Ijtihad Al-Mu’asirah Baina Al-Indibat Wa Al-Infirat, trans.
oleh Abu Barzani” (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7-11

128 Tmamul Muttaqin, “Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud
Tentang Wali Mujbir,” Al-Hukama’ : The Indonesian Journal of Islamic Family Law 2, no.
1 (30 Juni 2012): 32-33.

129 Tbnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid”, Terjemahan Abu Usamah Fathur
Rakhman, jilid. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 11.
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istilah "syariah al-Islamiyah" (syariah Islam) dan "figh al-Islami"
(figih Islam) digunakan secara terpisah untuk menggambarkan
hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat
tentang arti hukum Islam sebagian menganggapnya sebagai
syari‘ah, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai fikih.**

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam
berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum
Islam selain menjelaskan hukum agama secara syariah, juga
terdapat nilai-nilai moralitas di dalamnya, sehingga banyak amal
ibadah yang diprakteknya oleh pengikutnya mempunyai
konsekuensi akhirat.?® Dalam hal kehujjahan maslahah mursalah,
sebagian besar ulama menerimanya sebagai salah satu cara
menetapkan hukum syara’, tetapi mereka berbeda mengenai cara
menggunakan dana penempatan syaratnya.'®?

Berbicara tentang hukum Islam, cakupannya sangat luas.
Untuk menganalisis aspek maslahah menggunakan hak ijbar wali,
penulis akan mengkhususkannya dengan melakukan analisis dan
menarik kesimpulan dengan menggunakan penelitian yang
didasarkan pada salah satu sumber hukum Islam, maslahah
mursalah. Menghilangkan kemudharatan dalam bentuk apa pun
merupakan tujuan syara’ yang harus dicapai. Menolak
kemudharatan itu termasuk dalam konsep maslahah mursalah,
yang berfungsi sebagai dalil untuk menetapkan hukum dengan
syarat bahwa sifat kemaslahatan ada dalam nash atau ijma’ dan
sifat kemaslahatan itu sama dengan sifat yang didukung oleh nash
atau ijma’.1*

130 La Ode Angga, “Hukum Islam” (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada
Bandung, 2022), 14.

181 La Ode Angga, “Hukum Islam”, 14

132 Nasroen Haroen, “Ushul Figh” (Jakarta: Logogs Wacana Ilmu, 1997), 120

133 Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar
Penetapan Hukum Islam,” Jurnal Justitia Vol. 1, no. 4 (2014): 8
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Dalam perspektif hukum Islam, aspek maslahah dari
penggunaan hak ijbar wali dalam perkawinan didefinisikan
sebagai kemaslahatan yang nyata atau kemasalahatan yang hanya
akan menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan efek
negatifnya.

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali setuju bahwa
seorang wali harus ada di setiap pernikahan jika seseorang
menikah tanpa wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
Namun, imam Hanafi berpendapat bahwa wali hanya diperlukan
untuk perempuan kecil yang belum dewasa (baligh). Jika ia sudah
baligh, menikah tanpa wali diperbolehkan jika sekufu, pernikahan
dapat dilanjutkan jika tidak sekufu, pernikahan tidak dapat
dilanjutkan. Akibatnya, wali berhak untuk mencegah pernikahan
tersebut. Dalam hal wali mujbir, Imam Syafi'i dan Hambali
berpendapat bahwa hanya ayah dan kakek yang boleh menjadi
wali mujbir, sementara mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya
seorang ayah yang boleh menjadi wali mujbir. Selanjutnya, ia
menambahkan bahwa orang yang diwasiati oleh ayah untuk
menikahkan anaknya juga dianggap wali mujbir, pendapat ini
dianut oleh imam Maliki dan Hambali. Namun, menurut imam
Hanafi, semua wali dianggap sebagai wali mujbir. Dengan kata
lain, hak ijba'r berlaku untuk ayah, kakek, atau wali lainnya, tidak
ada yang membedakan mereka. Namun, hak ijbar hanya berlaku
untuk anak kecil (baligh), anak laki-laki dewasa (baligh), dan anak
perempuan (perawan atau janda).***

Menurut pendapat Imam Mazhab tentang hak ijbar,
persetujuan seorang gadis tidak penting dalam perkawinan. Ini
sejatinya bertentangan dengan hak perempuan atas dirinya sendiri.
Hak ijbar menolak persetujuan seorang gadis dan menganggapnya
tidak mampu. Hak ijbar tidak membawa seorang gadis ke

134 Abdurrahman al-Jaziri, “Al-Figh ala Mazahib al-Arba’ah”’, Juz 4, 34-35.
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lingkaran kekerasan, seperti perkawinan dini. Ini pasti akan
menimbulkan masalah baru bagi perempuan karena memasuki
jenjang pernikahan tanpa persiapan fisik atau mental akan
berdampak negatif pada mereka. Selain itu, sangat mungkin bahwa
hak ijbar disalahgunakan; penggunaan tameng sebagai wali mujbir
dapat menjadikan perkawinan sebagai cara baru untuk menikah
kontrak.

Dari perspektif hukum, hak ijbar dibahas oleh para ulama,
yang berpendapat bahwa perempuan memiliki status yang sama
dengan laki-laki.’®* Karena dari pengertian hak ijbar bertentangan
dengan prinsip kemerdekaan perempuan, yaitu kebebasan untuk
memilih pasangan sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI), seorang ayah atau kakek yang berfungsi sebagai wali
mujbir tidak boleh menikahkan wanita yang sudah dewasa, baik
janda maupun gadis, tanpa meminta izin dari mereka. Dengan
menerapkan konsep persetujuan kedua mempelai yang disebutkan
dalam Pasal 16 Ayat 1 KHI bagian ini akan menjadi dasar untuk
memulai membina rumah tangga sakinah, mawaddah, dan
rahmah yang diinginkan semua pasangan. Keluarga dibangun
berdasarkan persetujuan tanpa adanya paksaan yang merugikan di
antara kedua belah pihak, yang diharapkan akan menjadi bekal
untuk masa depan untuk membangun keluarga yang harmonis dan
berkelanjutan. Namun, Undang-Undang Perkawinan hanya
menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan berdasarkan
agama dan kepercayaan masing-masing orang.

Para fugaha mengakui bahwa ijbar dimaksudkan untuk
kebaikan anak perempuan, maka konsep itu tidak salah. Dengan
demikian, hak ijbar berlaku untuk mengharapkan bahwa sebagian
anak perempuan yang lebih muda tidak salah dalam memilih

135 Arini Rohbi Izzati, “Kuasa Hak Iibar Terhadap Anak Peremuan Presektif Figh
Dan HAM”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UIL, 2011), 242.
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pasangan hidup mereka. Dalam situasi ini, seorang wali mujbir
memiliki hak untuk melarang dan bertindak tegas kepada putrinya
agar dia tidak melakukan kesalahan dalam memilih teman hidup.
Namun, sangat disayangkan bahwa ijbar yang berkembang dalam
masyarakat sangat bertentangan dengan tujuan ijbar itu sendiri.
Banyak orang tua memaksa anaknya untuk menikah, dan beberapa
orang tua melakukannya hanya untuk meningkatkan status
keluarga mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan pendapat
anak.'® Karena praktik yang telah berkembang di masyarakat
menganggap bahwa ijbar adalah hak dari orang tua untuk
menikahkan anak perempuannya, yang dikenal sebagai kawin
paksa. Orang tua harus mempertimbangkan situasi dan keadaan
juga jika perjodohan memang bertujuan untuk anak. Orang tua
harus membantu dan mengarahkan anak jika mereka belum siap
membina rumah tangga dan terus mencari pria terbaiknya. Seperti
halnya orang tua membantu mengenalkan lawan jenis yang baik
yang mungkin disukai anak mereka, tetapi jika hal yang
diharapkan tidak sesuai dengan keinginan orang tua, jangan
memaksa mereka untuk menikah karena takut akan berdampak
negatif pada kedua mempelai pasangan, termasuk anak
perempuan.

Praktik ijbar, atau pemaksaan, tidak selamanya buruk.
Banyak pasangan suami istri yang dijodohkan akhirnya bahagia.
Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa konsekuensi yang
disebutkan di atas tidak akan terjadi. Jadi, alangkah baiknya
seorang wali mujbir memberi anak perempuannya kesempatan
untuk memilih jodoh untuk dirinya sendiri, meskipun dia setuju
bahwa saran wali untuk memilih jodoh untuk dirinya harus
disampaikan dengan tegas. Wali mujbir tidak boleh memaksakan

136 Wawancara dengan Ibu Nyai Khotimatul Husna. Pada tanggal 10 Juni 2024
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kehendaknya terhadap anak ketika ia menolak perjodohan
tersebut.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, berikut adalah
kesimpulan yang dapat disimpulkan:

1.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Musyawarah Kongres Ulama’ Perempuan
Indonesia hak ijbar adalah hak tanggung jawab seorang ayah
untuk memberikan yang terbaik bagi putrinya. Dengan kata
lain, hak ijbar bukanlah pemaksaan (ikrah), melainkan
tanggung jawab untuk memastikan bahwa calon mempelai
perempuan mendapatkan pernikahan yang baik.

Berdasarkan analisis pembahasan, hukum islam figh masih
mengakui hak ijbar. Ada dua pendapat tentang hak ijbar: yang
pertama berpendapat bahwa wali diperlukan untuk
perkawinan, dan perkawinan tidak sah jika tidak ada wali.
Yang kedua berpendapat bahwa seorang bapak atau kakek
mempunyai hak ijbar untuk wanita, baik itu gadis muda,
janda, atau dewasa.

Saran dari penulis untuk

1. Individu
Dengan menghindari normalisasi kekerasan berupa pemaksaan
perkawinan pada perempuan dalam pernyataan, sikap, dan
kebijakan, kita dapat menciptakan budaya di mana semua orang
menghargai pilihan mereka sendiri.

2. Keluarga
Menjadi pihak pendukung dan melindungi perempuan sebagai
wali yang adil. Keluarga harus mendidik tentang akhlak dan
kesehatan reproduksi untuk adanya seks bebas.

3. Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat
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Menciptakan tradisi keagamaan dan adat istiadat yang
mendukung perkawinan yang bermanfaat dan mengambil
tindakan untuk mencegah dan melindungi perempuan dari
ancaman pemaksaan perkawinan.

Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat

Memberi tahu orang melalui kampanye komunitas dan organisasi
tentang bagaimana melindungi perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan dan membantu dan melindungi korban
pemaksaan perkawinan.

Pemerintah

Menyelenggarakan pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah
(BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), yang
dimiliki oleh Kementrian Agama RI, mengadakan dan
menggalakkan kerja sama dengan berbagai lembaga, kelompok
sosial, dan lembaga keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA
Buku

Ade Putri, Elfirda Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan,
Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021

Ali Bassam, Abdurrahman bin Abdullah “Taisiru al-allam Syarh Umda- tu
al-Ahkam Edisi Indonesia: Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim
Pent: Kathur Suhardi”, Jakarta: Darus Sunah, 2008.

al-Jaziri, Abdurrahman “Kitab al-Figh Ala Mazahib al-Arba’ah”, Mesir:
al-Tijariyyah al-Kubra,1969.

ALSA, Asmadi Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya
dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Al-Zuhaily, Wahbah Al-Figh al-Islamy wa Adillatuh, Juz VII Beirut: Dar
al-Fikr, 1998

Arifin, Tajul Metode Penelitian, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Asnawi, Moch Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan, Yogyakarta:
Darussalam, 2004

Asqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar al-Fatah al-Bsri bi Syarh
Shahih al-Bukhori, Beirut: Dar al Fikr, 1990

Azhar Basyir, Ahmad Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta Ull: Press,
1999.
Ghozali, Abdul Rahman, Figih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010

Idris Ramulyo, MohHukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara,
1996

91



92

Jawad Mughniyah, Muhammad Figih Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi,
Maliki, Shafi’i, dan Hanbali), Jakarta: Lentera, 2011

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, “Sahih al-
Bukhari”, juz7 Daar Thaugan Najah: Maliqiul Islami, 1422 H

Muhammad, Husein Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana
Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2001

Muzammil, Iffah Figih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam .
Tangerang: Tsmart Printing. 2019.

Nadzir, Muhammad Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nawawi, Hadari Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gajah
Mada University Press, 1995.

Ode Angga, La“Hukum Islam” Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada
Bandung, 2022

Qardhawi, Yusuf A/-Fatwa Bainal Indibat wat-Tasayyub (Fatwa Anatara
Ketelitian dan Kecerobohan), terjemahan, Jakarta: Gema Insani
Press, 1997

Rofiq, Ahmad “Hukum Islam di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Salma Barlinti, Yeni Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam
Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.

Sayuti Thalib, Sayuti Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Ul Press,
1986

Soekamto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986.

Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Jakarta:
Prenada Media Grup, 2009



93

Warson Munawir, Ahmad Kamus al- Munawir Arab-Indonesia, Surabaya
: Pustaka Proggresif, 1997

Jurnal dan Skripsi

Al-Syafi’i, AI-Umm, Beirut: Dar al-Qutaybah, Jilid X, 2003

Asgqalani, Syihabuddin ibn Ahmad ibn Hajar, “A/-. Fath al-Bari bi Syarh
Shahih al-Bukhari”, Vol. I11. Beirut: Dar al Fikr, 1990.

Erfan Riadi, M “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum
Positif (Analisis Yuridis Normatif) ”, Ulumuddin, vol. 6, 2010.

Fadhlul Ridha, Akbar “Hak Wali ljbar Dalam Pandangan Magashid Al-
Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanfi dan Imam
Syafi’i), Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh:
2020

Ishak Sholih Muchtar, Ayi dkk, “Pendapat Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar
Wali: Suatu Kajian Berspektif Gender”, 2021

Jariyatur Rohmah, Jariyatur “Konsep Iljbar Madzhab Syafi’i Dalam KHI
Pasal 71 Huruf F, 2021

Ma’mur, Jamal “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara
(Talfig Manhaji Sebagai Metodolgi Penetapan Fatwa MUI)”,
Jurnal Wahana Akademika, Vol. 5, No. 2, 2018

Nur, Mujahiddin “Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab
Hanafi dan Madzhab Syafi’i), Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Jakarta:2019

Nurdin, Dede “Konsep Hak Iljbar Wali Nikah Menurut Figih islam dan
Kompilasi Hukum Islam” Sukabumi:2022



94

Nurmaidawati Harahap, Siti “Perlindungan Hak Perempuan Terhadap
Ijbar Wali Nikah Dalam Memksakan Perkawinan’ Skripsi
UIN Walisongo Semarang, Semarang:2023

Pasaribu, Muksana “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar
Penetapan Hukum Islam,” Jurnal Justitia Vol. 1, no. 4,
2014

Rohbi Izzati, Arini “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Peremuan Presektif
Figh Dan HAM”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta:
UIL 2011)

Rosidah, Ayu “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat
Madzhab)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Jakarta: 2022

Taqiyuddin Abi Bakar, Imam bin Muhammad al-Husaini, “Kifayah al-
Akhyar”, Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 2001.

Wignjosoebroto, Soetandyo “Silabus Metode Penelitian Hukum,”
Surabaya: Progarm Pasca Sarjana Universitas Airlangga,
2006.

Al-Qur’an dan Peraturan Hukum

Al-Qur’an Dari Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Diakses
pada link:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Kawi
n+paksa%22&page=7

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Lampiran V (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1995).



95

Narasumber Wawancara

Khotimatul Husna, selaku anggota KUPI, Senin 10 Juni 2024, pukul 20.00
WIB.



96

DAFTAR PERTANYAAN

Apa yang menjadi latar belakang keluarnya hasil Musyawarah
Keagamaan KUPI ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang
Perlindungan Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan?

Apa perbedaan antara hak ijbar dengan pemaksaan (ikrah) menurut
Ibu (narasumber)?

Bagaimana hak ijbar menurut Hasil Musyawarah Keagamaan KUPI
ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/X1/2022 Tentang Perlindungan Perempuan
Dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan?

Bagaimana hak ijbar KUPI menurut perspektif hukum Islam?

Apa yang menjadi dasar KUPI tidak setuju dengan adanya hak ijbar.
Sejauh mana pentingnya melindungi perempuan dalam perkawinan
apakah hanya perempuan yang harus dilindungi, bagaimana jika ada
anak laki-laki yang dinikahi perempuan dewasa dengan paksaan?
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HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
. KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah)
mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari
dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai.
Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan bibit kebencian
pada awal membangun biduk rumah tangga, yang bisa mengantarkan
pada konflik dan permusuhan (‘addwah) berkepanjangan, tindakan
kezaliman (dhulmun), dan bagi perempuan bebannya semakin berlipat,
karena akan mengalami kehamilan, yang melelahkan (kurhan), dengan
beban berlipat (wahnan ‘ald wahnin), lalu melahirkan, menyusui, dan
kemudian mengurus serta membesarkan anaknya. Fase-fase reproduksi
ini akan sulit dilalui perempuan apabila memasuki jenjang perkawinan
dengan pemaksaan, dan kemudian dipenuhi kebencian.

Dampak lain dari pemaksaan perkawinan yang bersifat fisik di
antaranya adalah gangguan pada organ dan fungsi reproduksi. Jika
terjadi pada perempuan usia anak, pemaksaan hubungan seksual
akan berdampak pada pendarahan, iritasi, infeksi vagina, kanker
serviks atau kanker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain.
Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kualitas
kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental
perempuan karena trauma yang berkepanjangan.

Sayangnya, pemaksaan perkawinan pada perempuan merupakan
fakta yang sudah lama terjadi. Sampai sekarang, dengan dalih budaya,
agama, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung
es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang

berbahaya (dlarar) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan
mengalami banyak kendala.
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Dalam sidang .Judicial Review atas UU Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi
mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan
tiga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Saksi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya
pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah, karena harus melayani
suami dan mengasuh anak. Ia pun mengalami infeksi dan iritasi
pada organ reproduksi akibat hubungan seksual.

Saksi kedua, Maryanti, mengalami pemaksaan perkawinan pada
usia 14 tahun. Ia tidak lulus Sekolah Dasar. Selama menikah,
Maryanti mengalami keguguran selama 2 kali, saat hamil pada usia
15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran, ia pergi ke dukun
untuk membersihkan rahimnya, karena ketiadaan biaya. Pada usia 19
tahun, ia memiliki anak yang ketiga, tetapi anak tersebut meninggal
dunia dalam usia 4 bulan.

Saksi ketiga, Rasminah, mengalami pemaksaan perkawinan pada
usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Pada saat menjadi
saksi, dia telah menikah sebanyak 4 kali. Dua pernikahan pertama
dilakukan pada usia anak. Suami pertama meninggalkannya begitu
saja. Suami kedua sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), yakni tidak memberinya nafkah dan sering memukulinya.

Tiga kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan usia anak
ini menjadi pertimbangan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan usia minimal perkawinan
menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data awal mengenai kasus pemaksaan perkawinan bisa diperoleh
dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun
2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah
disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus
diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di
Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2022).
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Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan
perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni
sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas
korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan
(Komnas Perempuan, 2021).

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model per-
kawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di
Indonesia. Seperti kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur (Doko,
dkk., 2021), perjodohan anak di Madura (Addurrofig, 2010), nikah
tabaruk di Situbondo dan Bondowoso (Juhariyanto, 2022), praktik
nikah sirit di masyarakat adat Lampung Pepadun (Oktora, 2017),
tradisi pruse di Lombok (mubadalah.id., 2022), tradisi pattongko siri
di Gowa (Irnawati, 2015). Pemaksaan perkawinan terhadap anak di
bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis sebagai
model perekrutan di Indonesia (Darajah, 2022).

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk
(mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang merugikan perempuan
sehingga sulit membentuk keluarga sakinah dan mashlahah.
Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam
kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan
perkawinan menimbulkan dampak buruk, antara lain; trauma, depresi,
stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan
jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh
diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).

Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi
reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam
perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil,
ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada
aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak

yang lahir dari pernikahan sirri yang dipaksakan, terjadi penolakan
dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan
oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas
korban (Muzayyanah, 2007).
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Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutus, atau
mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari
pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada
pada usia sekolah, atau bahkan kuliah, biasanya akan berhenti
sekolah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar me-
nyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek
pendidikan. Pada tahun 2005, 100 santriwatinya terpaksa berhenti dari
pendidikan di pesantren disebabkan pemaksaan perkawinan. Mereka
berhenti sekolah karena merasa malu di usia yang masih dini sudah
dinikahkan sehingga putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan
tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Faktanya 90%
santriwati tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang relatif
pendek, sekitar 1,5 tahun (Halagah KUPI, Makassar, 2022).

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi
di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap terjadinya
penelantaran ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga inilah
yang juga memicu konflik yang bisa berujung pada perceraian. Hal ini
juga diperkuat dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan
perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
dipaksa hamil (apabila tidak bersedia hamil harus merelakan suami
berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya, sehingga ia
menggugat cerai. Ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap
suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka,
sehingga ia mencoba 3 kali upaya bunuh diri hingga dirawat di
Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan mental (Musyawarah
KUPI, Jepara, 2022).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan
membahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan
fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah,
pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah,
pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan
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lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan
fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma
yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu
Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujhng
perceraian (Halagah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa
menikah, yang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan
dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksinya, hingga
menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah merampas
hak perempuan dan anak untuk tumbuh kembang dalam meng-
optimalkan potensinya sebagai warga negara. Secara budaya, ketika
seorang perempuan dipaksa menikah dan memasuki kehidupan
rumah tangga, maka ia tidak lagi memiliki relasi sosial yang cukup
untuk bisa terlibat dengan kerja-kerja pemberdayaan warga negara
yang dilakukan berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada
aspek ini, pemaksaan perkawinan menghilangkan hak dasar yang
seharusnya dimiliki perempuan. Yakni, hak berpartisipasi, hak
untuk didengar, hak menyampaikan pendapat, dan terutama hak
memilih pasangan. Lebih dari itu, adalah hak-hak dasar sebagai
warga negara untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam
penyelenggaraan negara.

Penanganan kasus pemaksaan perkawinan semakin rumit, karena
dihadapkan pada beberapa kondisi, seperti berikut ini:
1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi masyarakat yang
berlangsung berabad-abad;

2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat,
seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;

3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki
kekuasaan dan otoritas yang kuat;

4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;
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5) Tafsir agama yang dl]adlkan pembenaran terhadap praktxk
pemaksaan perkawinan, seperti hak ijbar wali terhadap anak
perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang
tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhaaap anak;

6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksa-
an perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin sering kali disalahgunakan untuk
mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur, karena
alasan darurat. Selain itu, aturan tentang itsbat nikah (pengesahan
perkawinan) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2),
(3) huruf e dan (4) sering disalahgunakan untuk mengesahkan
nikah sirri yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan,
maka seharusnya perempuan difasilitasi agar ia memperoleh kebaikan
tersebut, dan terlindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan
menjadi buruk baginya. Namun, praktiknya masih banyak perempuan
yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya
pemaksaan perkawinan. )

Berdasarkan persoalan di atas, diajukan beberapa pertanyaan
(as'ilah) kepada Musyawarah Keagamaan, yaitu sebagai berikut:

a. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan?

b. Apa hukum meminimalisasi dampak buruk yang dialami
perempuan korban pemaksaan perkawinan?

c. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan
sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?
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2. ADILLAH (DASAR HUKUM)
a. Nash Al-Quran

1) Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (sakinah)

N2z o a A i R e g vt S e
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar

kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia

menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (QS. ar-Riim
(30): 21).

2) Kemuliaan anak adam
\.)L..Lb_“ wrb\.d_)‘))‘)}pj\) j\“ &r.;m})/nb\ &_9" \.,-A)g.)\d.‘)
\I" .E !" \. ) < &‘: 9:;5 L}c‘:_;\fs % ’_3

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut
mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-
baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
(QS. al-Isra’ (17): 70).
3) Perkawinan adalah janji kuat
Hze <<= . 3, BY mi b DBR S
e ¢§~: O35 e Al Seas el 335 45356 A
Ug-\e
“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal
kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan
mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)
dari kalian.” (QS. an-Nisa" (4): 21).

4) Larangan mengurangi hak
qu@vu R RV ACEY I U R PR RN
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS.
asy-Syu’ara (26): 183).

Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam
perkawinan

E3 134558 O JTa3 5asda 506 azady SRisees
155 155 az3 20 MJ
“Dan bergaullah dengan mereka (para perempuan) menurut cara
yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)
karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. an-Nisé’ (4):19).

Larangan berbuat keji dan memaksakan kehendak

5):‘;4-\ Jé;_;ww Q;_)\ Q\ ;\"""‘\g}crg‘::’\—)‘njga\lj

L’;.Q
“Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu
untuk melakukan perbuatan keji, (apalagi) ketika mereka
menghendaki kesucian, agar kalian memperoleh barang-barang
kehidupan dunia.” (QS. an-Nir (24): 33).

Tidak diakuinya tindakan yang mengandung pemaksaan

Q)J_,QL..’\‘L')"”’A;L: Jf\ 2 W w2505 A0 55 52
r&&u\x@,d\wwﬁm M,N\JQ,‘Q,

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan
kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan
keimanannya (dia tidak berdosa).” (QS. an-Nahl (16): 106).

Larangan melakukan pemaksaan
it By T\ 5 5 S S 34 N A g g
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“Wahai orang-orang bcrimxm. tidak hnlnl bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa
yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. an-Nisa’ (4): 19).

Larangan menghalangi perkawinan yang saling rela antara kedua
calon mempelai

;".,.’_\;.}\;,S‘ iz .5 _A [ HE 'Ij Al 4 1"—’,‘\ —=}\ 223 \Sb
Ay ek 1K 56 35 4 o2 7 IS 3y 5acll, gt 1350055 15)
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“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai
iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi)
dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara
mereka dengan cara vang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada

orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari
akhir.” (QS. al-Bagarah (2): 232).

Larangan menyakit
e R e SR S SUNTLY e AU
[ERNA _:’ \’...\’3 Gy
“Orang-orang vang menyakiti orang-orang yang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguh-
nya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”
(QS. al-Ahzab (33): 58).

Larangan membiarkan generasi yang lemah
LS gl s Gl B ils 155 Gl
1322 33 LA A
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“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya
mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS.
an-Nisd ' (4): 9).

12) Perintah kepada pemimpin untuk mengemban amanah dan
adil

LN 555 2285 1Y st ) c6li,ig o rs,\, A &)

~
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“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”
(QS. an-Nisa" (4): 58).

13) Perintah untuk taat kepada dalil amri
5 a1 T Jash 1 y4edls < 1,22 L 1520 0 g
A3l Ay S3ta S0 5l A 143558 o8 3 e
TR PP SRR S F
N6 ey s s )

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.” (QS.

an-Nisa" (4):59).
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b. Nash Hadits

1) Larangan menzalimi nmnuqia

2)

3)

L3 §7. 2 <
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“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak
boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang
siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan
memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan
kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan
kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa

yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi
aibnya pada hari kiamat.” (Shahih Bukhari, no. 2482).

Perintah menghindari bahaya

5o B JB -y ade AW o J,2 5 53 350 L a2 52
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“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (Muwaththa’
Malik, no. 1435; Sunan Ibn Madjah, no. 2430 dan 2431; Musnad
Ahmad, no. 2912 dan 2322).
Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

Qﬂﬂd\f,rﬁ;ﬁuu\ : \_.J\,\,_.a,..

“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk
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selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering
kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak
atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (Sunan Ibn Mdajah,
0. 1924).

Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

3 oy ade Al Lo 23N 61206 e Al g0, RESE 2

- S » : .
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“Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melindungi anak-
anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka
akan menjadi perisai baginya (yang merawat mercka) dari api
neraka.” (Shahih Bukhdari, o.. 6061).

Menyavangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian

s e A o T 16206 e Al o, G G S 52
S A o e A e A

"Rasulullah Saw bersabda: “Bukan golongan dari kami dia yang

tidak menvavangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.”

(Sunan Turmudzi, no. 2043).

Larangan menyakiti manusia

Vil sne LB 6 dos ade N Lo Tl e B0 8
o A a2 a2
“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah

Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan
mereka. (Musnad Ahmad, no. 22837).

Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

"\
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“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad
Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan)
(Sunan Ibn Mdajah, no. 2121).

Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan

s
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“Ada seorang pria menikahkan anak perempuannya, padahal
anak perempuannya itu tidak suka. Lalu anak perempuan itu
mendatangi Nabi dan mengadu: Ayahku menikahkan aku dengan
seorang pria, padahal aku tidak suka, dan saat itu sebenarnya
sepupuku sudah melamarku. Nabi Saw bersabda kepadanya: Tidak
ada (hak) baginya (ayahmu untuk menentukan) pernikahan (mu)
itu, silahkan menikahlah dengan siapa pun yang kamu inginkan.”
(Sunan an-Nasd@'’i al-Kubra, No. 5359, j. 5, hlm. 174).
Hak pelempu'm untuk mengambil keputusan dalam perkawman
L:;';J\.:o. WAM\VL.;;S; ‘?"“J:‘ij\.}‘-’%“{\i"/"‘\ 5

@Sb Ja\‘ :.L» Q‘\.,-)&«\_,.'LC\ R JACH P\ a5
23 e A Jo AW J,25 JE S 5 550 Y
.},;Jaz.m_}_;:;m Js25 36 .23 206 « EEas de 5050

“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan berkata:
“Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas
agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran
dalam Islam.” Maka Rasulullah Saw l\t‘l)d(l-\ll\’d “Apakah kamu
mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya mau.”
Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah
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kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (Shahih al-
Bukhari, No. 5328).

10) Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan
pasangan anaknya

LUﬁ\MJMM\’N\MJDWQdﬂ,/“
N P N I PR wj\ﬂjd\

“Seorang gadis datang kepada Nabi Saw, dia bercerita: Ya
Rasulallah, ayah saya menikahkan saya dengan keponakannya
agar mengangkatnya dari kehinaan.” Lalu, Nabi Saw menyerahkan
masalah itu pada si perempuan. Perempuan itu kemudian
berkata: “Saya telah menyetujui apa yang ayah saya lakukan,
tetapi saya ingin para perempuan mengetahui bahwa (para) ayah
tidak memiliki hak untuk (menentukan) apapun dalam hal ini.”
(Sunan Ibn Majah, no. 1948).

11) Larangan paksaan dalam perkawinan
L\,Juf);uy,@\cgv,f\m: is W\C&v
;,.g_..) Q\ J\_e \_é.:b \_,a.s 40.\\ J

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dlmlntal
pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum
dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulallah,
bagaimana bentuk persetujuannya itu?” Nabi menjawab: “Bila ia
diam (ketika ditawari).” (Shahih al-Bukhari, No. 5191).

12) Larangan rnem'kahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai

;}B‘)\-@:g;ﬁ\l>>:JLu‘ ):\:lcl«»\é.a;sﬂéijésé_})\_d

«iﬁ-)g
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“Dari Khansa binti Khudham dia berkata: “Ayahku menikahkanku
padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian
aku mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw.” Lalu, Nabi
berkata (kepéda ayahnya): “Jangan nikahkan dia (anakmu itu,
sementara) dia tidak suka.” (Sunan an-Nasd’i al-Kubréa, No.
5361, j. 5, hlm. 175).

13) Perempuan memiliki hak ketubuhan atas dirinya

Aol oA 25208 1006 e A e AR 32

055 Geel
“Dari Aisyah Ra berkata: “Saya bertanya (kepada Rasulullah):
Ya Rasulallah, haruskah para perempuan dimintai persetujuan
untuk pernikahan mereka?” Rasul menjawab: “Ya, tentu.” (Shahih
al-Bukhari, No. 7032).

14) Tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama mahluk
JJJ;-.J\J:\_ELEJ\L...\Q)\ Jn\.cUa\
“Tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang me]anggar (hukum)

Allah, ketaatan itu untuk hal-hal yang baik.” (Sunan Abi
Dawud, no. 2627).

15) Setiap individu akan dimintai pertanggungjawabannya
A Jo i Joasa2dl. 8 A o5 528 5 A a2 F
355 - &)»\w\\-’ L4k JC‘J)"'“") 9‘)9\35 J}G{—L@ e
sies 58 Ja 585 55 sl 3 J2505 e o2 \)-“
eies 5= “5)-——“ o5 Baels Gais o #1415

“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin
dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam
adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya,
dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan
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bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan
adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab
atas kepemimpinannya.” (Shahih al-Bukhari, no. 901, 2448,
2594, 2597, 2789 dan 5255).

16) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain
JL» ‘..L..)«.J:.AD\&}_& d““u‘ uqﬂ\daj-i;g,nd\dc
aP TS uE «”‘U—Z\w-\“ -—',Sw*usg‘ru‘u—-‘:'
555 \;5;\\\&4,;;4»\;.-_; et (6 55 5as 3R L
\...ud\d,;_;a\, Ld.d\an"-—LL., Rsivas
ol 032 3 3220 OF

“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami
seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan
bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan
orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan
urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi
aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di
dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba
selagi hamba tersebut menolong saudaranya.” (Shahth Muslim,
no. 7028).

17) Seluruh warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan
kesepakatan

G5 Ja \\m—,ﬁwx‘\ St G s AL
L-\J:-Jo-\ \\'}L;-"’Ua'*\‘\r_‘jf) )\_}CQ ’!-;“3

“Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali
akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang
menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu
(terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali
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syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuatu yang haram.” (Sunan Turmudzi, no. 1403).

c. Agqwal al-‘Ulama’

1)

2)

Tujuan syariat Islam (magqgdshid syari’ah) adalah perlindungan
jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

&hﬂ\&;wdu\jﬁjbw\)dﬂ\bg\
“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta
merupakan tujuan syari’at.” (al-Ghazali, 1971: 160).

2lsilsl) &g 1, 4 Q)IJEJL:J\;,iL;J, 2N ZE) 555
ey L JeRs 2 Gl s - el s Rl 6

!.’./Sb .

“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa
syari’at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu:
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syatibi, 2012: j. 1,
hlm. 31).

Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan
kaidah hukum Islam

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 83).
CJ\ G.H ...L;-. u,a\)}i —\_d\.C.J\ ;_)_3

“Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan
kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

ool S Y, )
“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya
lainnya.” (as-Suyuthi, 1983:j.1, hlm. 86).
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3) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah
bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

»L,J\JDL_,J\@ r&;\&u_,\_ﬂ\/ BlEa i5, 2l 56
B A 1 s G s 68 e g el
MAade J) 152l 325 l,;\J\Ju\u;wfduUK,
e amile e ) a8 25 L asciadl ) asdad 525

JoB o 21l 3 32, 2)

“Sesungguhnya fondasi dan dasar syari’at adalah kebijaksanaan
dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran
syari’at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan
kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai
keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya,
dari mashlahah menuju mafsadah, dari kebijaksanaan menuju
kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari’at, meskipun berupaya
dimasukkan beragam ta’wil di dalamnya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyah,
1432 H: j. 3, hlm. 14).

4) Pemaksaan bukanlah kemaslahatan

< . & < - aso) =N
EJN\M&JU\}PQMX

“Tidak ada kemaslahatan dalam (tindakan) mendorong orang
untuk melakukan hal yang tidak disukainya.” (as-Suyuthi, 1983)

5) Pentingnya kerelaan calon pengantin sebagai syarat sah akad
nikah.

_)}G’“-;'\ M‘Xﬂj&)ﬁ o\;,\“/c&)‘ V‘J-\:’u\ o )\,.:\>-\‘\} \-5)\

o n 5o & @ Y -

* .)\_9\_‘_“\..9 r\ '\m\\:.w\ P

R )J:&"f;)) = 2 5 5
“Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tidak adanya
pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumhur
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ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan
dari dua mempelai.” (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79). i
Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun
orang tersebut safth (bodoh)

J,JC\M\JQ\ A QG L sxie b QG 25 Gl Al - 06
296 8% Wt 5 Gyl Sl el i85 Lse o
A J6 Qs 3 s @) ;Juu'i\:@v\é;v’;j);ujﬁ

.L;\:a{i\\u}-«ohﬂu;gu&,};a@sg

“Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas dan saya
berada di sebelahnya, laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik:
“Sesungguhnya aku memiliki keponakan perempuan dan dia dalam
keadaan safth (bodoh), aku ingin menikahkannya dengan orang
yang bisa menjaga dan menanggungnya, tetapi dia menolak.”
Imam Malik menjawab: “Jangan menikahkan seseorang kecuali
atas ridlanya.” Laki laki itu bertanya: “Sesungguhnya dia dalam
kondisi safih (bodoh, tidak mampu mengendalikan dirinya).”
Imam Malik menjawab: “Meskipun keponakan perempuanmu
itu safth, janganlah menikahkannya tanpa ridlanya.” (Malik bin
Anas, 1994: j. 2, hlm. 100).

Tidak sah akad nikah yang dipaksakan
o ST 18 e Lol S oolial ane Je 28l 3l

25y ) oS gy oeied 2 )y 2l Jon O e

e Yl e o
“Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidak
sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang

memaksa orang lain agar mau mengatakan: Saya terima nikah
dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan

138

117



HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana

11)

Lol 555 Il Wc‘;j"é@j\’&“u‘ é))ri’
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“Apa hukum menikahkan perempuan dengan orang yang tidak
diinginkannya?” Pertanyaan yang telah dijawab oleh Komite
Fatwa Majma’ al-Buhiits al-Islamiyyah Mesir). Yaitu, bahwa
kesewenang-wenangan wali dalam memilih pasangan, dan
melangsungkan akad sendiri (tanpa persetujuafl perempuan yang
berada dalam perwaliannya) adalah tindakan kriminal terhadap
perempuan tersebut, meremehkan perasaan dan emosinya.
Tidak boleh memaksa perempuan untuk menerima perkawinan
dengan orang yang tidak diinginkannya. Jika seorang wali tetap
memaksakan pernikahan kepadanya, maka pernikahan itu tidak
sah, sebagaimana Nabi Saw juga menolak pernikahan (paksa)
tersebut.” (Ali, 2019).

Kewajiban pemerintah memenuhi kemaslahatan masyarakat

il by e Je ol O s
“Tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan mereka.” (as-Suyuthi, 1983: 121).

12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan

JE L pop 3 sl N el sl 5,2l N
RGN EL
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“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan
rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal
pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.”
(as-Suyuthi, 1983).

Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan
CA’J‘rJEK)\J‘ E\)..a.“ _’jjy&.uuw\_)\ﬁa-l@fw\@)
“(Apabila) seorang wali menikahkan seseorang yang berada dalam
tanggungan (perwalian)-nya secara paksa dengan orang yang
fasik, yang meninggalkan shalat atau zakat, maka (pernikahan
tersebut) tidak sah karena (orang fasik tersebut) tidak memiliki
semangat (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan
(wali) bisa dihukum ketika menikahkan perempuan (yang berada
dalam perwaliannya) dengan orang yang tidak sepadan (kufil’),

ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan mengikuti tradisi
secara benar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

1)

2)

3)

Pasal 27 Ayat 1: “Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan,
hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum.”

Pasal 281 Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”
Pasal 281 Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.”
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3. ISTIDLAL (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan
laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah
tangga. Karena itu, Al-Qur’an mengawalinya dengan pandangan bahwa
ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (mitsagan ghalidhan,
QS. an-Nisa" (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak mudah
putus, atau penuh konflik yang berdampak buruk bagi mereka berdua.
Nabi Saw menyebut ikatan ini juga sebagai kalimat dan amanat Allah
Swt (Shahth Muslim, no. 3009).

Selanjutnya, al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara
suami dan istri sebagai relasi partnership, atau kerjasama dan
berpasangan (zawdj), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling
menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampakkan
keanggunannya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn,
QS. al-Baqgarah (2): 187). Dengan relasi zawdj ini, keduanya dituntut
untuk saling berbuat baik kepada yang lain (mu’asyarah bi al-ma’rif,
QS. an-Nisa * (4): 19), selalu bermusyawarah (at-tasya@wur) dan saling
ridha (at-taradli, QS. al-Bagarah (2): 233), serta memaksimalkan
modal cinta kasih (mawaddah wa rahmah) untuk mewujudkan
kebahagiaan bersama (sakinah, QS. ar-Rim (30): 21).

Semua ucapan, perilaku, dan tindakan terkait relasi ini, dalam
Islam tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi dan termasuk
dalam kategori ketakwaan kepada Allah Swt (QS. al-Bagarah (2):
223 dan Shahih Muslim, no. 3009). Ikatan dan relasi perkawinan
seperti gambaran al-Qur’an ini akan sulit terwujud jika seseorang
memasukinya dengan terpaksa, apalagi dipaksa orang lain. Pemaksaan
akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang
untuk masuk dan ikut bertanggung jawab membangun rumah tangga

bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi
utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan
harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebaliknya,
pemaksaan akan menjadi pintu awal segala tindakan buruk, zalim,
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bahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah
tangga.

Dalam diskursus figh, pemaksaan disebut sebagai ikrdh. Yaitu,
tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak
dikehendakinya (al-‘Asqallani, 1986: j. 12, hlm. 311). Perkawinan yang
dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan
tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemauan dan kerelaan menjadi
syarat sah akad pernikahan dalam pandangan mayoritas ulama (az-
Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus tahu dan
setuju dengan ikatan perkawinan yang dilangsungkan untuk mereka.
Lebih dari itu, karena berpotensi bahaya, Komisi Fatwa Mesir
memandang bahwa pemaksaan perkawinan, seperti tindakan
seorang wali terhadap perempuan yang ada dalam perwaliannya,
adalah tindakan kriminal dan berdosa, karena melukai perasaan
perempuan tersebut dan melangkahi pilihan yang menjadi hak
dasarnya (Ali, 2019).

Dalam berbagai teks hadits, sebagaimana sudah dikutip dalam
Adillah di atas, Nabi Saw menolak pernikahan yang dipaksakan.
Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan
pernikahan yang dipaksakan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya
kepada perempuan tersebut. Salah satu kisah populer yang banyak
dikutip kitab-kitab hadits adalah tentang sahabat perempuan bernama
Khansa bint Khidam ra, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya.
Ketika dia mengadu, Nabi Saw membatalkan pernikahannya dan
berkata kepadanya: “Kamu boleh menikah dengan orang yang
kamu inginkan” (Sunan an-Nasda'i al-Kubrd, No. 5359, j. 5, h.
174). Sementara kepada ayahnya, Nabi Saw berkata: “Janganlah
menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan” (Sunan an-Nasa'i
al-Kubra, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga
menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai,
terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum
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mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu
bercerai atau ditinggal wafat suaminya.” (Shahih al-Bukhdari, No.
5191 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat
Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang
muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga
didasarkan pada konsep hak ijbar seorang wali kepada perempuan yang
berada dalam perwaliannya. Hak ijbar sering dipahami banyak orang
sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan
kepada putrinya. Padahal, hak ijbar adalah suatu tindakan atas dasar
tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi
putrinya, bukan tindakan pemaksaan (ikrdh). Asumsi dasar dari
tindakan ijbar sebagai tanggung jawab ayah ini adalah karena sang
putri masih belum berpengalaman dalam memilih pasangan.

Artinya, hak ijbar bukanlah pemaksaan (ikrah), melainkan
tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan di-
peroleh calon mempelai perempuan. Pemaksaan bertentangan
dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan
menolaknya. Sementara tanggung jawab ijbar harus memastikan hal
yang ditawarkan adalah benar-benar baik bagi putrinya, dan salah
satu tandanya, ia menerima tawaran tersebut dengan lapang dada.
Minimal tidak ada tanda penolakan sama sekali dari perempuan
yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Karena hak ijbar adalah soal
tanggung jawab, maka ia juga bersyarat dalam figh. Di antaranya,
tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap
ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya
kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (kufit’); mahar yang
diberikan kepadanya juga sepadan (mitsli); dan tidak ada dugaan
bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakiti-
nya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demikian, tanggung jawab seorang wali adalah memastikan
perempuan terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya,
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termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah
tergambar dalam Tashawwur, bahwa pemaksaan perkawinan me-
nimbulkan dampak buruk (mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang
merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik,
psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa
terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat,
menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan,
dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh
diri.

Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan
reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan
hubungan seksual (marital rape) dan bisa berujung aborsi tidak
aman, karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan.
Bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, yang selalu terjadi
dalam perkawinan yang dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahan,
iritasi dan infeksi vagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang
berkepanjangan. Padahal, perempuan menjalankan fungsi reproduksi
dengan pasangan yang dikehendaki saja sakit (wahnan ‘ala wahnin),
apalagi jika dengan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan
dan kelelahan berlipat, serta bercampur kebencian pada pasangannya,
janinnya, keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri.

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan bahaya
akibat pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan al-
Qur’an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan
pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan
semangat al-Qur’an (QS. al-Bagarah (2): 232; an-Nahl (16): 106;
dan an-Niir (24): 33). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan
juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. ar-Rim (30):
21), perintah memuliakan manusia (QS. al-Isr@’ (17): 70), perintah
memperlakukan perempuan secara baik (QS. an-Nisa" (4): 19),
larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan
(QS. al-Ahzab (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia
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(QS. asy-Syu’ara (26): 183), dan larangan membiarkan generasi
dalam keadaan lemah (QS. an-Nisa" (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan
perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak
berbuat buruk pada diri dan orang lain (Muwaththa’ Malik, no.
1435; Sunan Ibn Majah, no. 2430, dan 2431; Musnad Ahmad, no.
2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok
orang lain (Musnad Ahmad, no. 22837), serta larangan untuk tidak
berbuat kezaliman kepada siapapun (Shahih al-Bukhdéri, no. 2482).
Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk
memperlakukan perempuan secara baik (Sunan Ibn Majah, no. 1924),
perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan (Shahih
al-Bukhari, no. 6061), perintah untuk menyayangi anak yang belum
dewasa (Sunan Turmudzi, no. 2043), dan anjuran umum untuk
menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan
(Shahih Muslim, no. 7028).

Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan
kemaslahatan (jalb al-mashalih), penolakan kemafsadatan (dar’ al-
mafasid), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (adl-dlararu
yuzal) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan. Membiarkan perempuan mengalami
dampak buruk dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama
perempuan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan yang
lima (al-kulliyat al-khams). Yaitu, perlindungan agama (hifdh ad-
din), jiwa (hifdh an-nafs), organ reproduksi (hifdh an-nasl), akal
(hifdh al-‘aql) dan harta kekayaan (hifdh al-mal). Perempuan yang
dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam
dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan,
bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak
selaras dengan prinsip hifdh ad-din. Sebagaimana kekhawatiran yang
terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (Shahth al-Bukhdari, No. 5328).
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Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian
pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia
merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti
diri, bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri.
Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena
itu, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan
perkawinan melanggar prinsip hifdh an-nafs, atau melindungi jiwa
manusia dalam hukum Islam.

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil,
melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi
memiliki kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan
sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa
berkembang untuk melindungi diri dan menjawab segala tantangan
kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak
buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip
hifdh al-‘aql, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak
mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan
pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses
ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa
bekerja menghasilkan ekonomi, mengembangkan harta kekayaan, dan
melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa
menikah yang berdampak buruk pada akal pikirannya, adalah juga
bertentangan dengan prinsip hifdh al-mal, atau perlindungan harta
dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait perlindungan organ reproduksi
dan keluarga (hifdh an-nasl). Perempuan yang tidak menghendaki
perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan
mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian
hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan
kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di
dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan
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dan gizi yang sehat,‘ sehingga rentan menjadi generasi yang lemah
yang dilarang al-Qur’an (QS. an-Nisa" (4): 9). Artinya, membiarkan
perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan
kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip hifdh an-nasl, atau
‘perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Dengan dasar-dasar dari al-Qur’an, Hadits, dan prinsip-prinsip
hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi tanggung jawab semua
orang, terutama yang memiliki kapasitas dan wewenang, baik dalam
keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap orang dituntut
memenuhi tanggung jawab ini (Shahih al-Bukhdri, no. 901, 2448,
2594, 2597, 2789 dan 5255), sesuai wewenang dan kemampuan
masing-masing. Tanggung jawab ini menjadi mandata dan amanat
yang harus ditunaikan, demi kemaslahatan dan keadilan (QS. an-
Nisa " (4): 58). Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, dituntut lebih
besar, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk
menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (tasharruf al-imam ‘ala
ar-ra’iyyah manithun bi al-mashlahah), terutama yang membutuhkan
perlindungan, seperti perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
(as-Suyuthi, 1983).

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan
paksa adalah selaras dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 28
I Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak ini adalah
tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada
Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya
persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa
persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara
juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
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tentang ’I‘mdak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan
pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus d1hukum,
dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemenntah} ini
masih perlu dukungan dari berbagai pihak agar bisa diimplementasfkan
secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyaraka\t.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (adillah) dan analisis
(istidlal) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada tashawwur, dengan memutuskan sikap
dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun
orang tua.

2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya
berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial,
ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua
pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya
yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan
segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang
menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan
sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan,
hukumnya adalah wajib.

5. REKOMENDASI

a. Individu:

1) Menciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar
individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa

149



HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk
pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

2) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan.

3) Terutama remaja, memperkuat ketahanan diri dengan berbagai
pengetahuan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang
membuatnya mampu menahan diri dari perilaku seksual yang
haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan
yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

Keluarga:

1) Menjadi support system bagi perempuan, mendukung, dan
memberikan perlindungan sebagai wali yang adil.

2) Tidak melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan
dalam keluarga.

3) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan.

4) Memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan reproduksi

pada seluruh anggota keluarga, agar mampu memperkuat
ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko,
yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan
dan pemaksaan perkawinan.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

1)

2)

3)

Membangun pemahaman dengan tafsir alternatif sebagai
rujukan untuk menghormati hak perempuan dalam memilih
pasangan.

Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang
mendukung perkawinan maslahat.

Ikut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya

pemaksaan perkawinan.
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Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/sirri bagi
pasangan korban pemaksaan perkawinan.

Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat
tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan
perkawinan.

Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat:

1) Memberikan edukasi melalui kampanye komunitas dan
organisasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan.

2) Memberikan perlindungan dan pendampingan korban
pemaksaan perkawinan.

3) Menciptakan ruang aman bagi korban pemaksaan perkawinan.

4) Mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi Forum Anak dan

) PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

5) Membuat komunitas penyintas pemaksaan perkawinan untuk
saling mendukung dan menguatkan.

Media:

1) Mengedukasi melalui konten tentang bahaya pemaksaan
perkawinan pada perempuan.

2) Memberikan informasi atau berita berimbang tentang
bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.

3) Menarasikan pemberitaan yang ramah perempuan dan
anak.

4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang

dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang
haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan
yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.
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. Pemerintah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan
perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi
hukumnya.

Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No.
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) yang bertujuan untuk menjelaskan langkah
pencegahan dan penanganan kasus pemaksaan perkawinan
pada perempuan.

Membuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi kawin
dan itsbat nikah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi
pemaksaan perkawinan pada perempuan.

Menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan pemaksaan
perkawinan pada perempuan

Membuat konten kreatif sebagai bentuk literasi digital tentang
bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas
pemerintah terkait.

Mengadakan dan mengggalang kerjasama berbagai lembaga,
organisasi sosial dan keagamaan untuk penyelenggaraan
pelatihan-pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang telah
dimiliki Kementrian Agama RI.

Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:

1)

2)
3)

Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, baik
peraturan daerah, nasional maupun aturan internasional
terkait pencegahan pemaksaan perkawinan.

Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.

Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang
berperspektif korban.
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